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v PUTUSAN
o Nomor : 4/G/2023/PT.TUN,
0% &
?,S?* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETgt?ANAN YANG MAHA ESA
\& PENGADILAN TINGGI TATA U%(NA NEGARA JAKARTA
& 3 0
N N N
?‘é Memeriksa, memutus dan menyele\?sﬁlkan sengketa tata usaha negara dalam v%
%
§\ tingkat pertama dengan acar@))lasa telah menjatuhkan putusan sebaga@
Y
Q@é berikut dalam perkara antar@é Q/é
LYZA ZASTAVARY, ¥\Varga Negara Indonesia, Pekerjaan Apara?yr Sipil
Q@:\smnal Jabatan Kepala Bidang Keglatan {%erja pada
\J‘— Y~ Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ic on Alamat
Q~ Perumahan Cisaranten Kulon Town I@use No.6 Rt.001
o %)
go Rw.001 Kel. Cisaranten Kulon ée Arcamanik Kota
?\g?‘ Bandung Jawa Barat, berdasarg&‘n Surat Kuasa Khusus
Q% tanggal 27 Januari 2023, dq\@m hal ini diwakili oleh Ryo
«?'Sv Palopian, A.md.,IP., S&&%ekerjaan Advokat/Pengacara
COO\ yang berkantor p Law Office Pian Putra-Birra, OC
&\% beralamat di /Qﬁ’an Cipinang Jaya Raya No.40 &\%
\\/@ Rt.002.,Rw. 06§Kel Cipinang Muara Kec. Jatinegara \\y%
®§ Jakarta Ti m%r 13420 Qé)
Q«ﬁ Selar%qﬁya disebut PENGGUGAT; QQ%
&v Melawan &?‘
1. KETUA BADAVIS-%ERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEG@X (BPASN),
QY‘ berkedudukan di Gedung |lI Lantmq@‘ Kantor Badan
éQ,O Kepegawaian Negara, di Jalan M’gﬁr Jenderal Soetoyo
?\g\ Nomor 12, 13640 Cililitan, K@R‘ Kramat Jati, Jakarta
N% Timur, diwakili oleh ABDUL&(H AZWAR ANAS Jabatan
<X
As Menteri Pendayagunaq@paratur Negara dan Reformasi
00\ Birokrasi selaku Ké@a Badan Pertimbangan Aparatur &
é&\é Sipil Negara, de%n‘g\an ini memberi Kuasa Khusus kepada : é&\é
O\\Y 1. PONETAMKSU S.H., Nip.197602102006042001 O\\Y
%Ov Jaba’[é'(nv Analis Hukum Ahli Madya, Unit K%njg~
< <
Q Q
Q(\V Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 4/G/2023/PE§YJN JKT.
‘L‘Y %Y‘
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Sekretariat Badan Pertimban @.?Kepegawalan, Alamat
O@V‘ JI. Mayjen Sutoyo No.lz,g@han, Jakarta Timur.
s 2. FERA APRILISA, S.H.«WLH. Nip.197604062010122001.
Jabatan Analis Hul@é Ahli Madya, Unit Kerja Sekretariat
\eo Badan Pertimb@gén Kepegawaian, Alamat JI. mayjen &\QO
Sutoyo No.1§€ililitan, Jakarta Timur. o
3. MUHAM?{Q}XD SYAFIQ S.H. N|p.19850702200912100%9\
((/% Jab@cﬁ Analis Hukum Ahli Muda Unit Kerja Sekre@%t

Ba%an Pertimbangan Kepegawaian, Alamat J%\MQayjen

<X - : «
<&-"Sutoyo No.12, Cililitan Jakarta Timur. <&

\L_V‘ \L_?“
AY" 4. ROSMERIANNA MARPAUNG, S.H. A\
OVQY Nip.197110282002122001 Jabatan @gﬁs Hukum Ahli
é(/ Muda, Unit Kerja Sekretariaté adan Pertimbangan
Q\V‘ Kepegawaian, Alamat JI.Ma;{;:g;?~ Sutoyo No.12, Cililitan
Q%V Jakarta Timur. \)%
<X 5. ALIA RASYID HASA}Q@&SOS.
OC’)\ Nip.196812141994032001, Jabatan Analis Hukum Ahli &
/\\e Muda,  Unit rja Sekretariat Badan Pertimbangan &\e

LD . D
Kepegawa@v; Alamat JI. Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan \\Y‘

0?9 JakartaO ur. 0?9
N ,
& 6. YU&WEGA ANGGRAENL., S.H. Nup.19920731201903@})2
gabatan Analis Hukum Ahli Muda, Unit Kerja S&kretariat
Q§Badan Pertimbangan Kepegawaian, Alami@. Mayjen

C

?
5?\!‘_ Sutoyo No.12, Cililitan Jakarta Timur. «5?

QY Semuanya berkewarganegaraan Ind‘@ﬁvesia, pekerjaan

go Pegawai Badan Pertimbangan I@ggawaian beralamat

sz‘v Jalan Mayjen Sutoyo No. 1@?‘?6ililitan Jakarta Timur,

\5% berdasarkan Surat Kuasa?ﬁ?usus Nomor: 006/G.TUN/
<X BPASN/2023, tanggal \8\W?aret 2023;

Selanjutnya disebL&Gﬁ%RGUGAT l; v\(9

S S
N DAN & N
Q\\? 2. MENTERI HUKUM DAN I—@XASASI MANUSIA, berkedudukan padaQ\\’v
Kemen@n Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repukli

Indor@%ia Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 JQI(férta
A7 Hal. 2 dari 68 hal. Put. N0.4/G/2023/PTTUN.JKT.
v
$
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Selatan, berdasarkan Surat Kyasa Nomor M.HH-HH
0%?‘ .05.01-18 tanggal 28 Febryari 2023 Pemberi Kuasa
<X YASONNA H. LAOLY Ja{x@?an Menteri Hukum dan Hak
<X Asasi Manusia Reput{rl‘mndonesia, dengan ini memberi

. C
\%Ca Kuasa Khusus kep@d%, \éCo

é" 1. HANTOR S@MORANG Nip.196703171992031001, e/\
0\\/?* Jabatan &e%ala Biro Hubungan Masyarakat, Hukumo\\/v
@V‘ dan Yj“a Sama, Sekretariat Jenderal, Kemente&@ﬁ~
hulg@m dan Hak Asasi Manusia QQ/
2. PESWATI Nip.197710262001122002, Jabat,'{mKepala
\L_vg" Bagian Layanan Advokasi Hukum dan \L'_ﬁgfa Usaha,
V)V Biro Hubungan Masyarakat, Hukum a)YKerja Sama,
Oy?" Sekretariat Jenderal, Kementeriaeﬁ?ﬁ'ukum dan Hak
go Asasi Manusia é&
?12\?\ 3. TAUFIK  SABARUDIN @&198003172005011001,
0% Jabatan Analis Hukum \Aoﬁli Muda, Biro Hubungan
<X Masyarakat, Hukun,{v/blgn Kerja Sama, Sekretariat
00\ Jenderal, Kementefian Hukum dan Hak Asasi Manusia &
N 4. FISKA BELLASKUSUMA Nip.199603102017122001, <%
?ﬁ Jabatan Ar\§{\|s Hukum Ahli Pertama Biro Hubungan @
O\\/ Masyar@\t/, Hukum dan Kerja Sama, Sekretaria@w
Q/% Jen@\ral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Maan@%
5. RIFKY ARDIAN NUGROHO
Nip.199412162010011001, Jabatan Analis Hukum,
Sv‘iy Biro Hubungan Masyarakat, Hukum d%&erja Sama
& Sekretariat Jenderal Kementerian ¢dukum dan Hak
Asasi Manusia ((/(9?*
6. YOLANDA MARTINA LUMBAN @NG
Nip. 1995021720 190120019}:nalis Hukum Ahli Pertama,
<% Biro Hubungan Masya/@kat Hukum dan Kerja Sama,
<X Sekretariat Jenderal HuRum dan Hak Asasi Manusia
(90\ 7. AKBAR SYAILEN@QA ADI BUWONO
A Nip. 19960626&‘0%2031009, Analis Hukum Ahli Pertama,
?~$ Biro Hub n Masyarakat,Hukum dan Kerja Sama,
Sekretg@\Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia 0?9
Selarg@\ya disebut sebagai TERGUGAT II; (0%
<

¥ Hal. 3 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



<X <X
W&

Q~
Direktori Puty“éan Mahkamah Agung Repulqﬁ'i Indonesia
putusan.mahk%@ghagung.go.id QY
€

% &
. L AN
Pengadtyﬁl Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebu{,;

QO R
- P
Teigdgvmembaca ; 2

AYPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata4Jsaha Negara Jakarta Nomor:
O\&?‘ 4/G/2023/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 I@%ﬁ;ari 2023 tentang Penunjukan C
«\v\o Majelis Hakim yang memeriksa, mepgitus, dan menyelesaikan sengketa ini; /\\%O
\\yﬁ 2. Surat Panitera Pengadilan T@g@ Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: \\/@
0?9 4/G/2023/PT.TUN.JKT., tegé?ggal 3 Februari 2023 tentang Penujuk&n»Q
Q,% Panitera Pengganti dan Q)@J Sita; QQ,Q
3. Penetapan Ketua M;ljelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usah@Negara
Jakarta Nomor i&SEN—PPIZOZBIPT.TUN.JKT. tanggal 7 Febru&\_l;i?ZOZS;
4. Penetapan I@St%a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tatq?)%aha Negara
Jakarta I\@Y%or : 4/PEN-HS/G/2023/PT.TUN.JKT. tang @?%Maret 2022;
5. Ber\lge?perkara dan mendengar keterangan para\b@%k yang berperkara di
g@%ldangan; 0@?*
s DUDUK PERKARA« Y
\&?‘ Bahwa, Penggugat telah mengaj@{éﬁ gugatan tertanggal 2 Februari
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraa/r\ké%ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara
?‘é Jakarta pada tanggal 2 Februari?sé023, dengan Register Perkara Nomor vﬁ
4/G/2023/PT.TUN.JKT., dan tel@\\aiperbaiki tanggal 7 Maret 2023, Pengguga@w
((/% mengemukakan pada poko@% ; ((/%0
. DALAM POSITA ?
A. TENGGANG?@@?I;TU ??:g?‘
Bahwa PI%‘P&-GGUGAT menerima Keputusan TERGUG@# I (KETUA
BADAQ?‘VIE’ERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NF?,GXRA), Nomor
17@4@PTS/BPASN/2022 Tanggal 15 DesembergO%Z, pada tanggal 16
v~2}$nuari 2023 dan Surat Gugatan Tatavxe@saha Negara a quo
&?“\)% PENGGUGAT daftarkan di PENGAI?&I%?Q% TINGGI TATA USAHA
A NEGARA JAKARTA pada tanggal 0% ¥ebruari 2023, dengan demikian
C

\ N\
(90 masih dalam tenggang waktu y@@ ditentukan oleh Undang-Undang <)
A &\V\

sehingga haruslah diterima;
R S
B. OBJEK SENGKETA N B
%Ov 1. Bahwa Gugatan %(&JO adalah gugatan terhadap KEPUTUS
TERGUGAT | (Kéﬁ’UA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR@PIL

<Y Hal. 4 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
?\
$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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v EGARA), Nomor : 173/KPTS/BPASNIZOZ%ﬁXanggal 15 Desember
0@?‘ 2022 Tentang Penguatan Keputusan MggYéri Hukum Dan Hak Asasi
<% Manusia RI. Nomor : M.HH-99.KR¥W7.03 TAHUN 2022 Tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Be@quemberhentian Dengan Hormat
\V\O Tidak Atas Permintaan Sen/(\{&{:pSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas
Nama LYZA ZASTAVARY@P. 196608071991032001 (Bukti P.1);---- ?‘é
2. Bahwa sebelum PEI@%UGAT melakukan Gugatan Tata Usah@Q\\/
Q/é Negara a quo %@Q%NGADILAN TINGGI TATA USAHA NEG@@A
JAKARTA saat ini, PENGGUGAT telah mengajukan GUGXTAN
ADMINIST@!\&; kepada TERGUGAT | atas Keputusan TF?{%/CVUGAT I
(MENT@‘@# HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.)3§$I'aku Pejabat
Pergﬁt%a Kepegawaian (PPK) sesuai surat PENG@%AT Tanggal 23
gta(%et 2022 perihal GUGATAN ADMINISTR%‘/{F@atas KEPUTUSAN
vgy“MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MA@%IA RI. Nomor : M.HH-
\)% 99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggalx‘% Agustus 2022 Tentang
Al Hukuman Disiplin  Tingkat Berat&ﬁrupa Pemberhentian Dengan

©
N

> Hormat Tidak Atas Permintaan éé\ndiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
An. LYZA ZASTAVARY (bl&ﬁ%.Z). A

C. KEWENANGAN PENGAD@N TATA USAHA NEGARA S
1. Bahwa ketentuan P@§él 1 angka 3 Undang-Undang RI. NomOégg~
Tahun 1986 tendg%ig Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pa@%’l 1
angka 9 Un@tang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009 Ytentang
Perubahag&edua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 6 tentang

V
Pen q;man Tata Usaha Negara mendefinisikaan(Eputusan Tata
Usaha Negara adalah : o
< , . N .
??%uatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 9@1 badan atau pejabat
\)@V tata usaha negara yang berisi tindak%rag%ukum yang berdasarkan
<X peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang memgﬁ/a akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata”; O
A N \ o)
2. Bahwa berdasarkan definistdalam angka 1 di atas, maka : --------------
vé Bahwa berdasarkan def | kald k Vv\
\% %
2.1. SURAT KEPUTI@\AN KETUA BADAN PERTIMBANGAI@\

APARATUR Q?ﬁ'/f_ NEGARA, Nomor : 173/KPTS/BPASN/%§§32
Q 3

<Y Hal. 5 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
?\
$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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e O

o

&
< Tanggal 15 Desember 2022 Tentan enguatan Keputusan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi I\/\Igﬁ]sia RI. Nomor : M.HH-
99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentar§ Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berupa Pemberhentian Dengﬁiﬁ Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegaw/a\'@gaegeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY
NIP. 19660807199103@601, Juncto;

©
N

S

MANUSIA RI. (ghc)?mor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tangcgl
3 Agustus 20%2 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat B%rupa
Pemb%@eg?]}ian Dengan Hormat Tidak Atas Permin@ Sendiri
Sebg&ai Pegawai Negeri Sipil An. LYZA ZAST@V’%RY, adalah
@?éng benderang merupakan keputusan te@fmis yang berisi

goepenetapan (beschikking) dan langsung bergku sejak dikeluarkan

\b?\
?s
0

&

?\
X

Disclaimer

2.7.Bahwa Surat Keputus@%TERGUGAT | dan TERGUGA Il tersebut

dan atau diterbitkan oleh Pejabat yang ?nggmbuatnya (einmalig); ---
2.3.Bahwa Surat Keputusan TERGUGGAT | dan TERGUGAT I
tersebut diatas adalah bers@ét konkrit karena objek yang
disebutkan dalam Surat K@ﬁtusan itu tidak abstrak, hal mana
dibuat secara berwuyj dan nyata-nyata secara tegas A
menyebutkan nama RENGGUGAT sebagai subjek hukumnya; ---- \\?
2.4.Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT | dan TERGUGAT.V
tersebut bersi?at individual karena tidak ditujukan untuk uzﬁﬂm,
tetapi beqwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebdut nama
PEN GAT sebagai subjek hukum di dalamnya;-—d\—_?-‘ ——————————————

v
25.Bghwa Surat Keputusan TERGUGAT | dany-TERGUGAT i

QY’ersebut bersifat final karena tidak lagi memgriukan persetujuan
dari instansi tertentu lainnya, baik yang \t}\gﬁfat horizontal maupun
vertikal; 5%

O
2.6.Dengan demikian Surat Kepiitusan TERGUGAT | dan

TERGUGAT Il tersebut bers@é‘t?aefinitif dan telah menimbulkan ¢

akibat hukum; < &
Q

: % : \\,V

menimbulkan akk@}t hukum, yakni PENGGUGAT telah nyata§

nyata dicabut @é%s, kedudukan, harkat dan martabatnya Sth@ﬁ%i

Q

<Y Hal. 6 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
*J:Y \k_?‘
Na

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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O?‘
& &
v Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat lon llb dilingkungan
oX Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Cirgbon;

<% 3. Bahwa dengan demikian Keputusaqv-Ketua Badan Pertimbangan
¥ Aparatur Sipil Negara Nomor : é@?KPTS/BPASN/ZOZZ Tanggal 15
\V\O Desember 2022 Tentang Pe/\r@ﬁ%tan Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia RI. l§©mor : M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022
Tentang Penjatuhan@\ﬁkuman Disiplin Berupa PemberhentiaQQ\\/

Q/é Dengan HormatQ@Ca?k Atas Permintaan Sendiri Sebagai Peg@?ﬂ%i

Negeri Sipil An. LYZA ZASTAVARY NIP. 19660807199103%001,

memenuhi@Zur-unsur yang ditetapkan dalam ketentt@g\ Pasal 1

angka @‘J‘—Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 3§86 tentang

Per@%ilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka?iQYUndang—Undang

gdngomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan @@gua Undang-Undang

?@VNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilar‘@?gta Usaha Negara yang

3? mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Nb(bgara T |- JHE—

As “Suatu penetapan tertulis yang dikgféarkan oleh badan atau pejabat
OO\ tata usaha negara yang beriséﬁ\ndakan hukum yang berdasarkan O
peraturan perundang-unda&g}a\w yang berlaku, yang bersifat kongkret, %/\\e

individual, dan final, yaqg?‘ membawa akibat hukum bagi seseorango\\,?‘

atau badan hukum pesdata”; @y
4. Bahwa PENGGU@&AT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana

akan diuraikdn nanti, beranggapan bahwa Surat K&putusan
TERGUG@‘\’?I dan TERGUGAT Il a quo adalah suatjg?%eputusan

yan Vl&lv;ang memenuhi rasa keadilan sehing SPENGGUGAT
bergnggapan bahwa kedua Surat Keputusar}o(ﬁARA TERGUGAT

?fﬁelum mempunyai kekuatan hukum yang @ngikat karena masih

\)9?‘ adanya upaya hukum yang terbuka\)sgmlng dengan tersedianya
<X tingkatan-tingkatan lembaga hukumxyang lebih tinggi berdasarkan
Peraturan Perundanng—Undang@n&, yaitu tersedianya Peradilan
Q Gugatan Tata Usaha Nege}{g&%aupun Peradilan Kasasi sehingga
@ PENGGUGAT berangga@n masih memiliki kesempatan untuk Vy\
melakukan upaya hulé@\\aalam rangka mencari keadilan; --------------< Q

D
& &
¥ Hal. 7 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
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Svﬁahwa PENGGUGAT merasa tidak puas ata{,sﬁerbltnya 2 (dua) Surat
0@?‘ Keputusan PARA TERGUGAT tersebut ngﬁtas, baik Surat Keputusan
s TERGUGAT | yang Menguatkan &N’at Keputusan TERGUGAT I
yang pada pokoknya tidak b&fbeda dengan Surat Keputusan
\V\O TERGUGAT I yaitu keputui@epenjatuhan hukuman disiplin tingkat
berat sebagaimana yang@rumuskan dalam Peraturan Pemerintah v%

Nomor 94 Tahun ZOZZKS%ntang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karenQQ\\/

Q/é PENGGUGAT tel@\edianggap melanggar kewajiban dan Iara@ﬁggn
. ) <

PNS yang dirumuskan :

5.1. Dalam?éSurat Keputusan TERGUGAT | ?@/})vmor
173§$TS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desember ZO%Q{TJada Diktum
@Xnimbang huruf ¢ antara lain mng&Jutkan bahwa

$‘</®PENGGUGAT telah melanggar ketentua@ﬂg%sal 3 huruf d dan

?12\?‘ Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerint%@\?f\lomor 94 Tahun 2021
0% yaitu melakukan percaloan pengé%aan CPNS di lingkungan

s Kementerian Hukum dan Hak A@;’;_gManusia RI. Tahun Anggaran
> 2021, selanjutnya; UQ\ &
5.2. Dalam Surat Keputuséh TERGUGAT Il Nomor : M.HH- e&\e
99.KP.07.03 TAHUN.2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentango\&
Hukuman Disip&@vﬁngkat Berat Berupa Pemberhentian Den%gﬁ~
Hormat Tidale’Ktas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai ktggeri
Sipil, pad& Diktum Menimbang huruf ¢ menyebutka/Y~ bahwa
perbugYan (PENGGUGAT) tersebut merupakan @%Ianggaran
PQ§§I~3 huruf e dan huruf f, Pasal 5 huruf a, huru@@,vhuruf g, huruf

(9? dan huruf | Peraturan Pemerintah No&@?’ 94 Tahun 2021

&
?,é tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; \?ﬁ
X Bahwa Surat Keputusan TERG%@KZ{} Il Nomor : M.HH-
99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus 2022 didasarkan

terutama pada Diktum Menir@bgang huruf b yang pada pokoknya ¢
berbunyi sebagai berikut :\Q \V\O
é& I & 1 e&

N b. *“bahwa berdasa@%an Nota Dinas Inspektur Jenderal P

3
Kementerian I-l@)\um dan Hak Asasi Manusia RIl. Nomor §\
& |TJ.3.KP.07@‘:§T’11.PK-56 Tanggal 28 April 2022 hal P@gs
% % %
<Y Hal. 8 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
\k_?‘
Ng

Disclaimer
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N Penjatuham Hukuman Disiplin Tingkat?ﬁerat terkait Penipuan
0@?‘ dan Penggelapan dalam Penerim,zYan Calon Pegawai Negeri
s Sipil (CPNS) di Lingkungan 4ementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI. Tahun %géYyang dilakukan oleh Sdri. LYZA

& ZASTAVARY NIP. 19\@&8071991030001, Penata Tingkat | /\@O
(n/d), Kepala B(g%ng Kegiatan Kerja pada Lembaga v%
Pemasyarakat \élas | Cirebon™; ?9\\/
Dengan sangat tera@%enderang kita bisa melihat secara jelas b@b&%

frasa “ Percaloan"anng dterapkan pada Surat Keputusan TERGSGAT

| dan frasa “@eﬁ?i\puan dan Penggelapan” yang diterapkan?{p(éda Surat
Keputusa;?iTERGUGAT Il adalah Stigma Prematur ya)ﬁg diterapkan
seca{;ﬁy paksaan berdasarkan kekuasaan(y?s?épihak bukan
asarkan hukum yang sah, artinya ti@ merupakan hasil
vib%embuktian melalui pemeriksaan dalam pro§g§~ peradilan sebagaimana

3? mestinya yang berlaku di negara hukum; 32
&vﬁ. ALASAN MATERIIL DIAJUKANNYA GL{éATAN

> 1. Sebelum PENGGUGAT mengué@an alasan-alasan dimajukannya
GUGATAN Tata Usaha Neg dalam perkara a quo, perlu kiranya A
PENGGUGAT terlebih Qa%ulu menyampaikan bahwa keputusan \\?
@?” dijatuhkannya hukumag4isiplin berdasarkan Pasal 8 ayat (4) huruf ¢
Nomor 94 Tahun 2Q§1 kepada PENGGUGAT adalah hukuman dﬁplin
yang terlalu be@t yang PENGGUGAT terima karena bobot<Rukuman
tidak sebancjjﬁg dengan bobot kesalahan; ‘?9~

AV v
Bahwa nakannya frasa “Melakukan Percaloan”@p&da Konsideran

Mez/i@%ang pada huruf ¢ Surat Keputusan TE GAT | Nomor :
173/KPTS/BPASN/2022 Tanggal 15 Desemfier 2022 dan Frasa
o Penipuan dan Penggelapan pada Konsig€ran Menimbang huruf b
<Y Surat Keputusan TERGUGAT Il Norgg?‘: M.HH-99.KP.07.03 TAHUN
2022 Tanggal 3 Agustus 2022 buk@n&hanya telah menyinggung harkat
dan kehormatan PENGGUGAT &@Qpi juga dimanfaatkan sebagai alasan
@ pembenaran yang merupa@ aspek pendorong yang kuat untuk Vy\
% %
mengambil keputusan @é\ghukum PENGGUGAT dengan hukuma@\
o © . . . <)
disiplin tingkat ber@éyang paling maksimum sebagaimana @?ng
< <

¥ Hal. 9 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P@YJN.JKT.
?\
$
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% &
diyzﬁmuskan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf ¢ P§94 Tahun 2021 yang
K2 erbunyi: Pemberhentian Dengan Horr%ag idak Atas Permintaan
<Y Sendiri Sebagai PNS; A=
2. Bahwa penggunaan frasa “Melakgé? Percaloan” pada Konsideran

©
D
A
D

2 Keputusan TERGUGAT @\\d/alah merupakan penerapan Stigma yang{Q\\y
Q/%O Prematur yang tid@éesesuai dengan asas kepatutan yang gg}’gi(
memiliki nilai kekuatan pembuktian, sehingga sangat merugikan
PENGGUGA@ karena penerapan frasa-frasa tersebg@i& menurut
pendapat »?ENGGUGAT memang disengaja untuk digu;él'(an sebagai
pengu@fydan pembenaran penjatuhan hukuman di@aﬁin tingkat berat
ya@%aling berat terhadap PENGGUGAT; gco
S?ﬁéhwa pendapat dan atau argumentasi P%@%GUGAT sebagaimana
\)% tersebut di atas itu berdasarkan analisa fakm(?fakta sebagai berikut: ------
Al 3.1.Fakta pertama, bahwa sebagai@%a yang telah PENGGUGAT
OO\ jelaskan dalam pemeriksaan @@\ng dilakukan oleh Tim Pemeriksa O
QA dari Inspektorat Jenderi ementerian Hukum dan Hak Asasi %/\\e
Manusia RI., singkatny&, bahwa hubungan antara PENGGUGAT \\?
@?” dengan Sdri. ZULF%@ELINA (Pihak Pelapor/korban) dalam kasusé{BY‘
secara kronolog@g/dimulai dari adanya niat dan kemauan darQ%dri.
ZULFA ELINA sendiri, sama sekali BUKAN niat dan atauxkemauan
dari PEJgﬁGUGAT karena pada saat itu PENGGQJBQAT sudah
dimga%?dari Direktorat Jenderal PemasyarakatanQ~ {g@?l:apas Kelas |
(gy%bon. Hal mana awalnya perkenalan P GUGAT dengan
VQSdri. ZULFA ELINA adalah karena samgﬁama selaku PNS di

\)9?‘ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di\)dﬁfan Veteran No.11 Jakarta

\V\O Menimbang Surat Keputusan /I\EQGUGAT | dan penggunaan frasa
?‘é “Terkait Penipuan dan l%énggelapan" pada Konsideran Surat
%

Q

<X Pusat; ?:\?

Setelah PENGGUGAT dimutasggaﬁl selaku Kepala Bidang Kegiatan

Q Kerja di Lapas Kelas | Cirzgﬁcﬁ, Sdri. ZULFA ELINA menghubungi

@ PENGGUGAT agar PEIQ;GGUGAT bersedia membantu mengurus
% %

keluarganya yang ni,@\wgikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sip@\

(CPNS) dilingkurggécﬁ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma@cﬁa

< <

Q(\V Hal. 10 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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vﬁRl. hal tersebut telah pula secara jelas ({/NGGUGAT jelaskan
0@?‘ dalam pemeriksaan oleh Tim PemeriSsgV’dari Inspektorat Jenderal
<% Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. pada saat
memeriksa PENGGUGAT berte&(éx di Kantor Wilayah Kementerian
\V\O Hukum dan Hak Asasi Ma/@lgg?a RI. Jawa Barat di Bandung pada
?‘é tanggal 23 Februari 202:IV;A v%
0\\/ Namun ternyata paOd@\}(khirnya posisi PENGGUGAT yang semté_I}O\\/
Q/é sebagai “orang Qz/:éng dihubungi” telah berubah menjadi %@g

©
N

yang menghubungi”;
Hal inila &van menurut PENGGUGAT merupaka '\Eal dari

he-yang pakanga
penergﬁn frasa “Percaloan” yang diterapkan «gﬁam Diktum
M@ﬁ%bang huruf ¢ Surat Keputusan TERG@@AT | Nomor :
é@C?BIKPTS/BPASN/ZOZZ Tanggal 15 Desembgoczozz. PENGGUGAT
?12\? menganalisa kenapa hal tersebut vitgfjadi, adalah sangat
\)% berkemungkinan adanya berkas dari Tib(?Pemeriksa dari Inspektorat
Al Jenderal Kementerian Hukum dar)&?'igo\k Asasi Manusia RI. yang juga
> dijadikan  bahan penelitianOO\dan pertimbangan di BADAN
PERTIMBANGAN APARA’R§R SIPIL NEGARA (BPASN) sudah A
mengalami perobahan'\\ﬁ" \\?

3.2.Fakta kedua, bahw@'secara umum telah diketahui sehingga tig@?~
diperlukan pemp{ﬂktian bahwa Sdri. ZULFA ELINA sebeluzf?ﬁya

adalah PNS yang bertugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kement@’j’an Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yan \(ﬁqaa saat itu

stat@a lebih senior dari PENGGUGAT yang jsida bertugas di

; <2I~<'[orat Jenderal Pemasyarakatan namun hanya berbeda bagian.

??Secara logika seharusnya Sdri. ZULFA ELI@ sendiri lebih memiliki

\)9?‘ kesempatan atau peluang untuk r&eﬁgurus keluarganya yang
<X mengikuti seleksi CPNS dari pada RENGGUGAT, hal mana kondisi

tersebut cukup relevan untuk @)q'éﬁyanggah bahwa PENGGUGAT ¢

adalah orang yang menghu/ka\ksgﬁi pihak pelapor/korban; ----------------- \V\O

o\ _ ) ) > o\
@ 3.3. Fakta ketiga adalah, bah\g% Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Vy\
3 W

Kementerian Hukun\?@an Hak Asasi Manusia RI. sejak selesai »

melakukan pem@t’k%aan kepada PENGGUGAT sampai terb@%
Q <

<Y Hal. 11 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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v Surat Keputusan TERGUGAT Il bahkan sgﬁpm saat sekarang ini
0@?‘ Tidak Pernah memberi atau men)@ﬁpaikan BERITA ACARA
<X PEMERIKSAAN (BAP) kepada PENGGUGAT, padahal diketahuinya
bahwa PENGGUGAT berhak digé?i hasil BAP yang secara langsung
Q sudah PENGGUGAT tan/d\géfﬁgani sesuai perintah Perundang-
?‘é Undangan yaitu dalam ng\aturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 v%
Tentang Disiplin Peg@}%i Negeri Sipil Sedangkan Tim Pemeriks$~0\\/

({/% dari InspektoratQ/ﬁgnderal Kementerian Hukum dan Hak Qgh%l
Manusia RI. tvlga?( PENGGUGAT lihat bertandatangan; NN
Pasal 32 : Q§ s

: Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani qfeh pejabat yang

memeriksa dan PNS yang diperiksa s¢cara langsung
maupun secara virtual

: PNS yang diperiksa berh&k mendapat salinan Berita Acara

Pemeriksaan sebagaifytana dimaksud pada ayat (1)

A A

; . B b e S

0\\, Sehingga dengan ketlwﬁan BAP dimaksud, PENGGUGGAT tldako\\,

(9?‘ memiliki bukti bah@g~ PENGGUGAT bukanlah yang mencari—&@ﬁ~
orang untuk dtgf%s keikutsertaan seleksi CPNS, sehingg@Q/Jika
demikian (gifod non) maka layaklah jika PENGGUGAJY-disebut
sebaga@ang yang kerjanya sebagai “Percaloan ?\g_?“ --------------
3.4.Ba%\g@ stigma yang diberikan kepada PEN%@?JGAT melalui
@@Yferapan frasa “Penipuan dan Penggela@(/@?’ yang diterapkan
?,eoleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jend@ Kementerian Hukum
Oc)?‘ dan Hak Asasi Manusia RI. dalam N%@V\ginas, menurut pendapat
<X PENGGUGAT adalah Stigma yang©V“Prematur” karena predikat

“Penipuan dan Penggelapan”é\éalah hanya diperuntukkan kepada ¢

pelaku kriminal/pidana, Iagi@isgﬁ pembuktiannya diperlukan adanya \eo

A

A .\ . o
?,% kelengkapan unsur—unsug?ya yang meliputi adanya sikap batin/niat v%

% %
jahat (mens rea) da@berbutan jahat yang dilakukan (actus reus%Q\

Q/é yang dalam hal((/ﬁle menurut PENGGUGAT, Tim Pemeriksa@%ctari
Q Q

Q(\V Hal. 12 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§R‘JN.JKT.
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?ﬁnspektorat Jenderal Kementerian Hukum gﬁ\ Hak Asasi Manusia

0@?‘ RI. telah “Khilaf” karena kasus a quo&eg%‘ng benderang merupakan
<% kasus perdata hal mana fakta—faktag@ adalah :
1) Diawali oleh Sdri. ZULFA A (korban/pelapor) sendiri yang

C
erinisiatif agar membantu menguruskan adanya

& berinisiatif PENGGUEAT memb kan ad /\\0

?ﬁ kemudahan keluarga@a untuk mengikuti seleksi CPNS di v%
0\\/ Kementerian Huku\@\\d/an Hak Asasi Manusia RI.; ?9\\/

Q/é 2) Antara PENG(%/’S‘%AT dengan Sdri. ZULFA ELINA telah sep@&%t
tentang besarnya biaya operasional vyaitu sebesar Rp.
300.00@00,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan?@%erahkan
kep@E PENGGUGAT sebagai uang titipan; ~¥

mun yang terealisasi hanya sebesar Rp. .000.000,- (dua
3) lisasi h b R 000.000,- (d
goeratus juta rupiah) diserahkan secara be{@%sur, dan keluarga

?12\\7‘ Sdri. ZULFA ELINA ternyata tidak |o|os§&eksi o] VIS —
0% 4) Bahwa untuk menarik kembali uan}? yang telah disalurkan ke

s beberapa pihak ternyata sulit (ﬂ@(sanakan dan memakan waktu
OO\ yang tidak sebentar, hal ter§§6\ut telah menyebabkan Sdri. ZULFA
Q ELINA melapor ke Pihgk'\ epolisian dengan persangkaan tindak A
pidana penipuan dan\\gfau penggelapan; \\?
@?‘ 5) Bahwa namun @%gr)nikian proses di kepolisian tersebut ti @X

pernah dipro@(é’s oleh pihak kepolisian sampai pada aktszhya
setelah <memakan waktu hampir 11 (sebela)¥ bulan,
pen qﬁalian uang sudah genap sebesar Rp. 200.(19?1%00,- (dua
ra§u§ juta rupiah) kasus sengketa antara PENG‘Q@SGAT dengan
Q%Qari. ZULFA ELINA telah selesai secara ??);awarah mufakat,
& Rog

?,é dengan bukti-bukti sebagai berikut: &
X a) Laporan Polisi oleh Sdri. ZULFSQE‘LINA Tanggal 26 Januari
<X 2022 (Bukti P.9); ?:\?‘
b) Pencabutan Laporan Polé.%l&oleh Sdri. ZULFA ELINA Tanggal ¢

19 Desember 2022 (/Ei\&%i P.10); /\@0
@ c) Surat Pengakuanvsi*lutang oleh PENGGUGAT Tanggal 14 Vy\
Desember ZO?Q%ukti P.7); ?9\\/

O RS
< <
R Q
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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©) ((/O
\} d) Surat Pelunasan Uang Titipan oleh PENGGUGAT Tanggal 19
0@?‘ Desember 2022 (Bukti P.8); \SOV“
<% e) Surat Pernyataan BersamaYantara Sdri. ZULFA ELINA

dengan PENGGUGAT @ﬁggal 14 Desember 2022 (Bukti
O

\V\CQ P.6); DN &\%O
Bahwa jika mencerma@'}enggang waktu Laporan Polisi (Bukti P.9) v%
yang dilakukan ol@\\/Sdri. ZULFA ELINA yaitu pada tanggal 2@9\\/

Q/é Januari 2022@%angkan pencabutan Laporan Polisi dilak@%ggn

pada tan gaﬁ2 19 Desember 2022, maka terdapat jed@ <\?vaktu

sebam@élo (sepuluh) bulan dan 24 (dua puluh empa@?fhari;
Halsvél.emikian adalah penceminan bahwa PiIg;?tt~ Kepolisian
@Xmaklumi bahwa kasus yang dilaporkan ade@a% ranah Perdata
goekarena jika kasus Pidana murni yait%‘é?enipuan dan atau
?12\? Penggelapan tentunya dalam tempo @ksimum 60 hari sudah
0@
A . . .
<% 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, s jelas dan tegas secara hukum
> bahwa Surat Keputusan TERGU \T | yang Menguatkan keputusan
%O
S

TERGUGAT Il adalah kuran%'%emenuhi rasa keadilan karena hanya A

selesai diproses dan dilimpahkan ke\b‘:ﬁejaksaan (P.21); ------mmmm-m--

didasarkan pada sebuah N&a Dinas Tim Pemeriksa dari Inspektorat \\?
Jenderal Kementerian I@qum dan Hak Asasi Manusia RI. yang disu&qﬁ~
secara “Kurang SeQ(é’narnya" sehingga menghasilkan sebuah Ko@?(lusi
bahwa PENGGUGAT adalah pelaku Penipuan dan Penggelapan,
Konklusi bgg&tqsebelah tesebut juga telah mengesamp?L an aspek
Iainnyaqgahu bahwa PENGGUGAT bukanlah individu g mencari-cari
sarz/lqﬂﬁn sebagai “Percaloan” sebagaimana frasa,yg&ng digunakan oleh
T;iﬁ Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemekp%rian Hukum dan Hak
OQV“Asasi Manusia RI. yang selanjutnya di%dﬁpsi sebagai pembenaran

<% dalam kasus a quo; ?:\?*
Bahwa karena objek sengketa tersetlgﬁt di atas telah terbukti secara sah
Q berdasarkan hukum telah m&}g&ﬁggar serta bertentangan dengan
@ Peraturan Perundang—Undar@n serta asas-asas umum pemerintahan Vy\
. % i %

yang baik, karena dgia\m keputusannya telah secara seplha@
menggunakan alasa@%lsan yang tidak valid, maka tidak ada hala@‘ggn

Q <

<Y Hal. 14 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1 @ev

&
b@ﬁ PENGGUGAT vyang telah dinyataka\rg\v%ebagai orang yang

o melakukan Percaloan, Penipu dan atau------&5%-

<Y Penggelapan tetapi tidak dapat dibuktikefr kebenaran dari Stigma yang

diterapkan tersebut namun telah 8{§Ekibat hukum di Vonis dengan ¢

©
N
Pegawai Negeri Sipil, hal m@ra telah mengakibatkan kerugian Materiil v%

\V\O Pemberhentian Dengan Hormat\#-aak Atas Permintaan Sendiri sebagai

dan Imateriil sebagai @\Gat dari terbitnya objek sengketa yangQ\\/
Q/é diterbitkan oleh TER%&%AT | dan TERGUGAT II; Q/AO
Bahwa kondisi daﬁ atau dapat terjadinya manipulasi data galam

pemeriksaan ?@Zu hasil pemeriksaan yang dilakukan?gféleh Tim

Pemeriksa)ﬁgri Inspektorat Jenderal Kementerian Hukumbﬁn Hak Asasi

Manugﬁyﬁl. yang selanjutnya diadopsi oleh PPK se@gj TERGUGAT I

( eri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.) am pembuatan dan

?sp%nerbitan Surat Keputusannya dan selanjgg\?]a juga diadopsi untuk

37 dikuatkan oleh TERGUGAT | (Ketua Bada@%ertimbangan Aparatur Sipil

Al Negara) sehingga tidak dapat terba\@hkan lagi bisa menghasilkan
OO\ penjatuhan hukuman disiplin tin&@f\berat yang paling berat terhadap O
QA PENGGUGAT tanpa pertimban@an kasuistik sama sekali dibidang ranah /\\e

Hukum Perdata. Hal demik’ta?i menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa dari \\,?“

?\
N

Inspektorat Jenderal gg«%‘enterian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam pekara a qUQ<’fidak melaksanakan sistem yudisial yang adﬁeq((dan

dapat dipercaya; = il
Bahwa hal ?s?oagaimana terurai di atas adalah suatu gavrgﬁg}an potret
pelang%g@n setidak-tidaknya sebuah pelanggaran Qtﬁrhadap prinsip-
prin%(pv pemerintahan yang baik (Good Go&/@?’nance) dibidang
ﬁegakan hukum yang transparan dan akL\;ﬁbel. Namun dengan
\)gv“adanya penerapan Frasa Percaloan, Penig@ dan Penggelapan dalam
<Y Surat Keputusan yang menghasilkan Aitkuman disiplin tingkat berat
yang paling berat, adalah meru@an sebuah konotasi one man
(stakeholders) show yang irorkiggffa dari Kementerian Hukum dan Hak
@ Asasi Manusia RI. yanq,% pada khususnya membidangi Law

Enforcement di Negara @}\(/um;
O
D
& &
<Y Hal. 15 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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N . N .
Qgﬁwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersetqy? di atas, selanjutnya
cxsudah barang tentu PARA TERGUGAT wajif untuk menerbitkan Surat
<Y Keputusan yang berisi tentang Rehadititasi kepada PENGGUGAT
berupa dikembalikannya Status, K&d&u%ukan, Harkat dan Martabatnya
\V\O semula sebagai Pejabat E/\@n lllb di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | C@bon atau dimutasikan pada kedudukan v%
dalam Jabatan Eselon I@\\éltau dalam jabatan fungsional yang setar@O\\/
Q/é dengan Eselon Illlgz(ghc?uk dimutasikan ke Unit kerja lainnya d@écr%
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cg. Kementerian
Hukum dan I-@géAsasi Manusia RI. ??&?‘
Bahwa kagﬁa sudah secara nyata sebagaimana bukti-bs&tfi dan fakta-
fakta @&um yang mendukung tentang keterbukt{?ﬂﬁvGugatan Tata
U@h% Negara yang PENGGUGAT ajukan ini dat{;ﬁgngan pertimbangan
?sg(%’manusiaan akan nasib masa depa@vsehubungan dengan
\)% perkembangan karier PENGGUGAT mak@tbdimohonkan agar putusan
&?'S yang akan dijatuhkan adalah b(—:‘rsif\&/tS sertamerta (uitvoerbaar bij

N . N . .
O vooraad) meskipun ada upaya @a& atau Peninjauan Kembali dari
pihak PARA TERGUGAT. AQ R

= =

1. PETITUM N3 Y
. Q. Q

IR Berdasarkan uraian tersebgidi atas, maka PENGGUGAT mohon kepadé
& YANG MULIA MAJELIS”HAKIM TINGGI Pemeriksa Perkara a g6’ di
PENGADILAN TINC{@I TATA USAHA NEGARA JAKARTA kiranya&lverkenan
memutuskan seg_&géi berikut : i—\"?
1. Mengabul@? GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhn<¥§;SY -----------------
2. Menyatiikan Batal : ({/O?“

1)§ﬁrat Keputusan TERGUGAT | (KETUA BA@\L\N PERTIMBANGAN
\)%?\g\APARATUR SIPIL  NEGARA) Nomor %?\“2\173/KPTS/BPASN/2022
A Tanggal 15 Desember 2022 Tentang<Renguatan Keputusan Menteri
o\ Hukum Dan Hak Asasi Manusi%\ﬁ Nomor : M.HH-99.KP.07.03
© . Q ©

&\é TAHUN 2022; &\v \v\
?‘é 2) Surat Keputusan TERGUG@’F I (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI N
Y MANUSIA RI.) Nomorvo\Y/I.HH—gg.KP.O?DS TAHUN 2022 Tentan@\\’

Penjatuhan Hukum@é@Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan H%ﬁﬂcht
Q <

<Y Hal. 16 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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@%k Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawa{;ﬁ}legeri Sipil Atas Nama
0%?* LYZA ZASTAVARY NIP. 1966080719910320&%’?‘
<% 3 Memerintahkan PARA TERGUGAT untg@mencabut :
O\/\v 1) Surat Keputusan KETUA BADCA}NLVPERTIMBANGAN APARATUR
\V\O SIPIL  NEGARA Nomor /\ \gm/KPTS/BPASN/zozz Tanggal 15 /\\éfo
Desember 2022; <A V%
2) Surat Keputusan Ment@\\ﬂukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor%o\\’
((/g M.HH-99.KP.O7.03}</£AHUN 2022 Tentang Penjatuhan Huku
Disiplin Berupa<2 Pemberhentian Dengan Hormat Tidak < Atas
Permintaan&]diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas I\@Xa LYZA
ZASTA&{%;Y NIP. 196608071991032001; 3\,‘3:?
3) Memg¥intahkan TERGUGAT Il untuk membayarég.ﬁﬁjangan jabatan
penghasilan lain yang sah yang merupagafr?hak PENGGUGAT
\Q\V‘terhitung bulan Oktober 2022 sampai dengag?putusan ini berkekuatan
Q%V hukum tetap; \\)@?*
?'Sv 4. Merehabilitasi Posisi semula PENGG@XT sebagai PNS pada Kepala
00\ Bidang Kegiatan Kerja di Lebaga Igmasyarakatan Kelas | Cirebon; ------ OC
«\é 5. Menyatakan Putusan ini dapa&‘a\ljalankan lebih dahulu meskipun ada /\\%
S
. O
6. Menghukum PARA TE GAT untuk membayar biaya perkara seca@?~
tanggung renteng. QQ’% QQ/%
Atau apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI TATQVUSAHA

NEGARA JQ_&%RTA dalam perkara ini berpendapat lain, MQ_IQ%n Putusan
e

C

Kasasi atau Peninjauan KeQQ/ li (uit bij vooraad);

yang seekgijédilnya (aequo et bono). =

Baft\g?a terhadap surat gugatan Penggugat terset@?gzuasa Tergugat |

telah r&a\({éajukan jawaban tertanggal 21Maret 20%§ yang diterima pada
persiocfg\ngan tanggal 21 Maret 2023 sebagai berilgétvg\

AYDALAM POKOK PERKARA As
<X
<)

\eo seluruh dalil/alasan  yang %Qé?nukakan oleh Penggugat dalam

1. Bahwa Tergugat I menyatakan den(%@ﬁﬂvtegas membantah dan menolak

o\
@ gugatannya tanggal 2 Febr‘l(;téri 2023, karena hal tersebut hanyalah ??\
W W
pembelaan diri dari pen@\ugat yang tidak didasari oleh fakta hukung,S)\
O O

S S
& &
<Y Hal. 17 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
?‘
$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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g sebenarnya kecuali yang diakui secara tggas kebenarannya oleh
V
0@
?/SV‘Z. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam?'f&]gatannya pada halaman 2,

O@V”Tergugat I

o Dalam Posita angka romawi | hurgf A (Tanggang Waktu), huruf B ( C
«\V\O Objek Sengketa) huruf C angka&ﬁan angka 2 (Kewenangan Pengadilan /\\%O
\\yﬁ Tata Usaha Negara), ms\/m%akan informasi terkait formalitas _V°
0?*0 pengajuan surat gug@?gn Penggugat ke Pengadilan Tinggi Ta&?o
Usaha Negara JaIQ’?(rta, sehingga Tergugat tidak perlu Ter@@gat
tanggapi saty persatu atau lebih jauh karena hanya bersifat
informasi §§mata yang tidak seluruhnya berkaitagY‘Qiangsung
dengag_@ﬁvt;stansi dalam Perkara A Quo. stv
3. Bah VI_yza Zastavary (Penggugat) dalam melaku&éx gugatan terhadap
gﬂﬁah berkaitan dengan Keputusan Badan ng;iﬁbangan Aparatur Sipil
O Negara Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tangal 15 Desember 2022 yang
RS memutuskan memperkuat hukuman @'&plin sebagaimana tercantum
OO\ dalam Keputusan Menteri Hukum&@w hak Asasi Manusia Nomor M.HH- o
&\% 98.KP.07.03 Tahun 2022 tang aI\% Agustus 2022 berupa Pemberhentian /\\%
dengan hormat tidak atas\\g%rmintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri \\Ye
Sipil yang dijatuhkan t§§ada LYZA ZASTAVARY (Penggugat), kare@
Tergugat | setelam@enerima, memeriksa dan mempertimbaq&%n
dengan seksamaValas an banding administratif Penggugat, Betita Acara
Pemeriksaa@-&rhadap Penggugat serta bahan-bahan lain g berkaitan
denganqgs?anjatuhan hukuman disiplin terhadap @i} ZASTAVARY
(P%@@Egat), hasilnya terdapat bukti-bukti ya@ﬁvmeyakinkan atas
\gélanggaran disiplin yang dilakukan olehzypenggugat melakukan
ngPercaloan pengadaan  penerimaan CPN@%ilingkungan Kementerian
As Hukum dan Hak Asasi Manusia Taﬁhvn anggaran 2021, sehingga
o perbuatan LYZA ZASTAVARY (Per@\\xgat) sebagai Pegawai Negeri Sipil
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 5 A
huruf b Peraturan Pemer%{(gh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplino\\y?\
e(gv PNS. ({/ecgv (f@?
< <
<Y Hal. 18 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Wlanuya Nomor M.HH-

O

wa Keputusan Menteri Hukum dan Hak As$§i~

©¥99.K.07.03 Tahun 2021 tanggal 3 Agust$®V2022 tentang Penjatuhan

hukuman disiplin kepada Penggugat?{sg‘rupa Pemberhentian dengan
hormat tidak permintaan sendiri sebagai PNS yang kemudian dikuatkan
oleh Keputusan Tergugat | No\lﬁggr 173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15
Desember 2022 dinilai dg/ﬂ*éaspek, aspek kewenangan dan aspek
substansi telah sesu@?‘dengan ketentuan peraturan perundar@?
undangan yang b u khususnya Peraturan Pemerintah Nomq‘f(/94
tahun 2021 teRtang Disiplin PNS dan Peraturan Kepal&~ Badan
KepegawaiagY"Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentagg?‘QPeraturan
Pelaksa&@";h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahéj;@32021 tentang
Disi@/ﬁXPNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 79(</?I§an 2021 tentang
\gp?ya Administratif dan Badan pertimbangq??jparatur Sipil Negara,

o%vdengan uraian sebagai berikut: o‘bv

a. Bahwa dinilai dari aspek kewenarkg@Ypenjatuhan hukuman disiplin
kepada Penggugat berupa Pengg\rhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai R@ telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku yaitu sebagai be\(i]?ﬁt:

1) Menteri Hukum @?Hak Asasi Manusia berwenang menerbitka
Surat Keputg%’an Hukuman Disiplin Tingkat berat bé’v(lpa
Pemberhejfitian dengan hormat tidak atas permintaay~ sendiri
sebagg? PNS atas nama LYZA ZASTAVARY vg@enggugat),
Qé'gasrenakan berdasarkan hasil pemeriksaan ba@;ns-bahan sebagai

Q/C%ukti-bukti pelanggaran dan berita acara eriksaan pengugat

\z\v terbukti secara sah dan meyakinkan\zx’nelakukan pelanggaran

\)%V disiplin tingkat berat berupa mele\bsf@ran Percaloan pengadaan

penerimaan CPNS diIingkungq{Q?ementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun anggagn\2021.

2) Bahwa atas dasar ketent&}ﬁ diatas Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia selaku Pe'gqxt yang berwenang menghukum sekaligus
Pejabat Pembiré@?" Kepegawaian dari Penggugat berwen%qg~
menjatuhkanQ((/hukuman disiplin  tingkat berat b@rupa

Q(\V Hal. 19 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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o 1 o
& &
%vé pemberhentian dengan hormat tidak Q\@tﬁs permintaan sendiri
0@?“ sebagai PNS sebagaimana dimaksud\gﬁam pasal 8 atau(4)huruf c

<X PP 94 Tahun 2021 terhadap Pengg}?gat.
X5 A

g b. Bahwa dinilai dari aspek prosgdur penjatuhan hukuman disiplin O(
«\% kepada Penggugat berupa R@ﬁberhentian dengan hormat tidak atas /\\%

Ny : . : D
0\\/? permintaan sendiri seb@ PNS telah sesuai dengan peraturan yang \\y

O?* berlaku yaitu seba&@?gerikut: éevo
1) Bahwa sesua‘sz(etentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Non@’r 94
Tahun 2021, Penggugat telah dilakukan pemanggilafy- secara
tertu&@%leh Tim Pemeriksa yaitu dengan Surat Pefianggilan |
I}Eg@or: W.11-KP.05.04-2105 tanggal 15 Fe%ssa?i 2022 untuk
({/OYiadir Tanggal 17 Februari 2022 dan Saudé/@VLYZA ZASTAVARY
N menghadiri pemeriksaan kemudian has\i}gs?meriksaan dituangkan
o%v dalam Berita Acara Pemeriksaan. o‘bv
<¥ 2) Berdasarkan Surat nomor : X{.\ﬁ-PW.OZ.OZ-ZOGY tanggal 15
o Februari 2022 telah dibentu&@“hﬂ Pemeriksa. C
ge . 4 . %O
A 3) Kemudian Saudari ZULRAeELINA selaku Pelapor telah dilakukan AR
\\yﬁ pemanggilan secara\g&ﬁjlis oleh Tim Pemeriksa 15 Februari 2022 \\Y
Q
o untuk hadir tanggal 16 Februari 2022 kemudian hasil pemeriks%a@ﬁ‘
dituangkan dQI‘/éfm berita acara permintaan keterangan. QQ/
4) Bahwa sesbai ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan QPLQherintah
Nomgt-vm Tahun 2021, Tim Pemeriksa menyampgj;l?én Laporan
@? Audit khusus/Resume terhadap Penggugg’tsNomor W.11-
Q/O?P.07.03-2443 tanggal 18 Februari 2022 ya@?ﬁerisi rekomendasi
\z\v untuk menjatuhkan hukuman disipli@?tingkat berat berupa
\)%V pemberhentian dengan hormat tiqﬁkV atas permintaan sendiri
&?ﬁv terhadap penggugat dengan rp\@gasarkan pada fakta-fakta dan
o bukti yang ada; OC'J\ a4
S S

5) Menteri Hukum dan Hak“Asasi manusia dengan mendasarkan N\

pada Laporan HasﬂyPemeriksaan atau resume dari atasan \\,V‘

C

Iangsung/peme$@%, menerbitkan  Surat Keputusan men&’gﬁ~
Hukum dan IQ%R Asasi Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Qgﬁun

<Y Hal. 20 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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o 1 Q/Cov

?‘é 2022 tanggal 3 Agustus 2022 tenta\r}\Qﬁ)enjatuhan Hukuman
0@?“ Disiplin tingkat berat berupa Pembe@%tian dengan hormat tidak
&?/g?‘ atas permintaan sendiri sebagai @N@ terhadap Penggugat.

» 6) Menimbang, bahwa atas das@ﬁakta-fakta di atas, prosedur dari C

«\%O penjatuhan  hukuman /\@}?iplin kepada Penggugat berupa
0\\/?% Pembefhentian dezg%/zm% - S
O?* sebagai PNS be@a arkan Keputusan Menteri Hukum dan He,y*
Asasi ManusiQQﬁomor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022 tangga 3
Agustus 2@22 telah sesuai ketentuan Pasal 26, Pasal 27@Pasal 28
dan Q_ﬁgél 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94ﬁwun 2021

V
ts_qtzng Disiplin PNS. >

hormat tidak atas permintaan sendiri

QY
OBengan demikian Keputusan Menteri Hu@% dan Hak Asasi

&
N Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Tahl@ZZ tanggal 3 Agustus
o%v 2022 diterbitkan sesuai prosedur s@ggaimana yang ditentukan
<¥ dalam peraturan perundang-unz an.
COO\ c. Bahwa dinilai dari aspek su%@nsi penjatuhan hukuman disiplin S
&\% kepada Penggugat berupa p\eﬁlberhentian dengan hormat tidak atas &\%
\\yﬁ permintaan sendiri se@ai PNS telah sesuai dengan peraturan \\Y%
Q Q . L
o perundang-undangan‘yang berlaku yaitu sebagai berikut: o
1) Bahwa Berda@%{rkan Laporan secara tertulis dari ZULFA E@INA
tanggal 3dvJanuari 2022 yang ditujukan Kementerian Hukum dan
Hak ?@si Manusia bahwa Penggugat telah melakg{g% penipuan
qgts?m penerimaan CPNS dilingkungan Kemen@r&gn Hukum dan
Q/Ohak Asasi Manusia dengan cara mengakQ/C’gébagai salah satu
\z\v anggota Tim terpadu Penerimaan CEé\&S Pusat di lingkungan
X . Ao
S Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mahusia.
As 2) Berita Acara pemeriksaan Nor2§'§*.vw.11-PW.02.03-2136 tanggal
o 17 Februari 2022 terhadapOGZA ZASTAVARY (Penggugat), BAP
tersebut diakui kebenarah%ya oleh Penggugat ditandai dengan é&\
paraf pada masingbmgéing halaman BAP dan ditandangani padao\\,v‘
halaman terakhié@mP tersebut. QV"
< <S>
Q <
<Y Hal. 21 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
v
§
\g g
2 &
& &
S S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1 Q/Cov

?\é(?:) Berita Acara Permintaan Keterangan '53\ gal 17 Februari 2022
O@V terhadap ZULFA ELINA (Pelapor). O@V
&?/g?‘ 4) Surat tanda terima laporan P/o&(;yi?Nomor: STTLP/B/456/1/2022/
o SPKT/POLDA METRO JAYA tapggal 26 Januari 2022. C
«\%O d. Bahwa dalam ketentuan P@§?I) 3 huruf d dan pasal 5 huruf b /\\%O
\\yﬁ Peraturan Pemerintah Q@Vﬁhun 2021 ditentukan bahwa: O
Q - Q Y
O?* Pasal 3 PNS waijib: O?* OV
Huruf d Q@é QQ/Q
“ mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan” s
Pasal 5 P&Qdilarang: Ny
g N
Hur&fvb g
e‘(}/ﬁghjadi perantara untuk mendapatkan keuntu@n pribadi dan/atau
\2\\} orang lain dengan menggunakan keweQ@n%an orang lain yang
o%v diduga terjadi konflik kepentingan denggfo?ébatan”
?'SVS. Bahwa dalil/, alasan penggugat pada hi@&an 3 sampai, angka 2 sampai
COO\ dengan angka 3, hanya sebatas inf%@asi sehingga Tergugat | tidak perlu S
&\% menanggapi alasan Penggugat te(s%but. &\%
O\\y‘e 6. Bahwa Tergugat | memé)@i’tah dan menolak dalil/alasan gugatan
o Penggugat pada halamag,4 angka 4 sampai dengan angka 5 yang pg@
intinya menyatakan “Qé’ﬂrat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatu@QSipiI
Negara selaku ¥~ Tergugat | dengan Keputusan <Y~ Nomor
173/KPTS/BF$§§N/2022 tanggal 15 Desember 2022, kegﬁusan yang
kurang ragﬁ?enuhi rasa keadilan, sehingga Penggugat bsjza%ggapan masih
memji/ﬂ(av kesempatan untuk melakukan upaya @Em dalam rangka
rr\)m\cari keadilan, dan Penggugat merasa tidékpuas atas terbitnya 2
\)@Y&Iua) surat keputusan , Tergugat | yang Qfégguatkan Surat Keputusan
&?ﬁv tergugat Il.....dst &?’SV
o Dalil/alasan gugatan Penggugatdfxﬁda halaman 4 angka 4 sampai
dengan angka 5 adalah keliﬁhé, tidak benar, mengada-ngada, tidak o)
berdasarkan fakta huku%thang sebenarnya dan hanya berdasarkan \\,V‘%
e(9?” asumsi penggugat se&@?a, dengan alasan sebagai berikut: QOV
® ® ®
Q(\V Hal. 22 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
s %Y‘
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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& &
@ Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri kum dan Hak Asasi

W | 2
S Manusia Nomor M.HH-99.KP.07.03 Ta@ 2022 tanggal 3 Agustus

¥ 2022 (Penggugat) telah dijatngjV‘ hukuman disiplin  berupa
A

o Pemberhentian dengan hormat titlak atas permintaan sendiri sebagai C

O .5 ©
A Pegawai Negeri Sipil karen@@enggugat telah melakukan Percaloan /\\é

S

Q\\/
O?* lingkungan Kemengﬂ% hukum dan Hak Asasi Manusia Tah@y
anggaran 2021 Q@hingga melanggar Ketentuan pasal 3 huruf @n
Pasal 5 hu(laf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Taj@n 2021
Q& <&
tentangv@?aplm PNS. ?:L_?“
b. Surs_t;keputusan tersebut diterima oleh Penggug&@ada tanggal 8
é’e%tember 2022 dan banding administratif dia'&gg?in pada tanggal 23
\2\v§8eptember 2022 serta diterima Badan Peé\mﬁbangan Aparatur Sipil
o%v Negara pada tanggal 23 September 20%???*
<¥ c. Bahwa Tergugat | setelah ,r{@q%rima banding administratif
> Penggugat, BPASN dengan sugp\Nomor 152/BPASN/S/2022 tanggal

& S &
A 4 Oktober 2022 terlebit™ dahulu meminta tanggapan dan AR

\y% dalam rekrutmen Pene@*ﬁan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
Q N

\\yﬁ kelengkapan bahan ﬁjatuhan hukuman disiplin  terhadap \\Y%
Q Q. . .
o penggugat kepadacfMenteri hukum dan Hak Asasi Manusia g@Y
tembusannya di@%mpaikan kepada Inspektur Jenderal Kemer:g&ian
Hukum dan<fak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Ken¥enterian
Hukum?gﬂ&] Hak Asasi Manusia di Jawa Barat dan K%gga Lembaga
Perags?/arakatan Kelas I Cirebon. st
?
d.@‘a?ém ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan@@yat (2) Peraturan
\z\v Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang\v:Jpaya Administratif dan
\)%V Badan pertimbangan Aparatur Sipil Ne&?a menyatakan bahwa PPK
&?ﬁv harus memberikan tanggapakﬁvatas banding administratif
o sebagaimana dimaksud dalar&@asal 11 ayat (2) kepada BPASN
paling lama 21 (dua puluh*%?tu) hari kerja terhitung mulai tanggal N\

diterimanya tembusanoQaYiding administratif.

<Y Hal. 23 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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R Q/

o
&
éApablla PPK tidak memberikan tanggaqg@. dalam jangka waktu

0@?“ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SGBY\“SN mengambil keputusan
<Y terhadap Banding Administratif beL@rkan bukti yang ada.

o e. Dalam Ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan C

«\V\O Pemerintah Nomor 79 tahuQ\Y}%Zl Tentang Upaya Administratif dan /\\%O

0\\/?% Badan pertimbangan \Qp?watur Sipil Negara menyatakan bahwa \\/%

X “BPASN mempunya@tougas menerima, memeriksa, dan mengam@ﬁ”O

keputusan atascanding Administratif yang diajukan oleh Pe@‘éwal

ASN arenacttidak puas terhadap Keputusan PejabatsPembina

Kepega\q&%n pemberhentian sebagai PNS dan pemutug\a??hubungan

per@nﬁan kerja sebagai PPPK” dan dalam Pemel&@n pasal 22 ayat

égf Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun i%QX dinyatakan yang

\2\\} dimaksud  dengan”memeriksa” adalabzy memeriksa  Banding

o%v Administratif, dan kelengkapan bah ukti yang terkait dengan
RS penerbitan keputusan yang diajukigf&nding Administratif.

OO\ f. Dalam rangka mengumpulkalegcbuktl -bukti sebagaimana dimaksud S
&\% dalam Pasal 22 ayat (1) p@%aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun /\\%
2021 tersebut diatas, Tq,?@ugat I harus berpegang teguh pada asas- \\Ye
o asas sebagai berikut:\" @V
1) Audi et AIte@(ﬁ‘l Partem, yakni dalam memberikan pertlmeﬁgan

putusan terhadap Banding Administratif, maka BPASN diwajibkan

untqu?rendengar melihat dan memeriksa bukti- bu@?%an kedua

bq}% pihak yaitu antara Penggugat sel&{?@ pihak yang
Q/@?ﬁengajukan Banding administratif dengan @%nterl Hukum dan

?,é Hak Asasi Manusia selaku Terbanding; vé
\)@V 2) Asas ketidakberpihakan, yakni a%ag?yang mewajibkan Badan
<X dan/atau Pejabat Pemerintah «&alam menetapkan dan/atau
o melakukan Keputusan \'éan/atau Tindakan dengan
mempertimbangkan kepz@ﬁ?gan para pihak secara keseluruhan
Ny dan tidak d|skr|m|nat|f Sy
3) Asas kecermatag@yaknl asas yang mengandung arti bahw%Q

suatu Keputu§§1\n dan/atau Tindakan harus dldasarkanQ a

Q(\V Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 4/G/2023/P5§Y‘JN JKT.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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© ©

?‘é informasi dan dokumen yang lengkap u ({/mendukung legalitas
@?‘ penetapan dan/atau pelaksanaan Ke@]tusan dan/atau Tindakan
s sehingga Keputusan dan/atau <¥indakan yang bersangkutan
dipersiapkan dengan cern@l& sebelum Keputusan dan/atau
\V\O Tindakan tersebut ditetar}\l@;?dan/atau dilakukan; /\\ee
4) Asas kepastian huk\;g\ merupakan asas dalam negara hukum v%
yang mengutamgﬁl@}\/landasan ketentuan peraturan perundancg?o\\/
< undangan, k utan, keajegan, dan keadilan dalam sgtiap
© kebijakan geneiinggaraan pemerintahan. Q@h
Hal ters@t dilakukan Tergugat | agar ada keg@???bangan
pembuktian obyektif antara kedua belah denganbﬁjuan untuk
mg-?ﬁ%nuhi azas hukum dan/atau Azas-azas Ur@% Pemerintahan
é’/%ng baik, sebagaimana terurai tersebut diat@(xo
?12% Bahwa berdasarkan hasil sidang Badan P?@%‘mbangan Aparatur Sipil
\)% Negara tanggal 15 Desember 20220?ang telah memeriksa dan
A mempertimbangkan dengan sek@?a dan komprehensif alasan
> banding administratif Pgﬁ@\gugat, informasi/dokumen/fakta O
pemberhentian serta bahan-bahan yang meyakinkan bahwa /\\é
penjatuhan hukuman d@lin berupa Pemberhentian dengan hormat \\?
tidak atas permin&@?ﬁ sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah te&g?‘
karena telah meQ&hggar ketentuan pasal 3 huruf d dan pasal SQFFGruf
b PeraturarkPemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS
yaitu mgh%di calo/perantara dalam rekrutmen CaLcYn Pegawai
Ne%gns Sipil di lingkungan Kementeran Hukum Qd}; Hak Asasi
nusia Tahun anggaran 2021 untuk men%@?étkan keuntungan
?,épribadi dan/atau orang lain dengan meneri\r}\@%an meminta sejumlah
oY~ uang kepada seseorang. \)@V‘
h. Berdasarkan uraian tersebut diatas «<Keputusan Tergugat | tetap sah
dan tidak cacat hukum karegé sebelum objek gugatan aquo
diterbitkan, BPASN sesk@@ ketentuan Pasal 22 Peraturan
@ Pemerintah Nomor 79 T@iln 2021 telah didasarkan pada informasi Vy\
dan dokumen yang@@\a/kap untuk mendukung legalitas keputusacl}g)\\/
sehingga keputg@@n tersebut adil/tidak berpihak, tidak seweg@%g

<Y Hal. 25 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



<X <X

& Q&
Direktori Puty“éan Mahkamah Agung Repulqﬁ'i Indonesia
putusan.mahk%@ghagung.go.id QY
& &

véwenang dan keputusan telah dipersiapkan\z\‘ﬁ@ngan cermat sebelum
0@?‘ keputusan ditetapkan. O@V
s Selain itu, memang hukuman ¥siplin terhadap penggugat
secara substansif sudah terbt&aﬁ%an mengkui perbuatannya.
\V\O Dengan demikian, maka/(\jiaﬁi/alasan gugatan Penggugat pada
halaman 4 angka 4?§§ampai dengan angka 5 tidak dapat v%
dijadikan alasan u@l\\ﬁ membatalkan objek sengketa perkar%Q\\/
Q/é aquo serta ber%@é%n hukum untuk ditolak. Q((/ée
7. Bahwa Tergugaft&vl membantah dan menolak dalil/alasan/\vgugatan
Penggugat paga halaman 5 Romawi Il Alasan Materil ?djajukannya
gugatan paga angka 1 sampai dengan angka 3.1, sampagﬁgngan angka
3.3 yan@&ada intinya menyatakan, bahwa hukuman #Yplin terlalu berat
yan@penggugat terima karena bobot hukuman t@g sebanding dengan
gb%ot kesalahan, Surat Keputusan Tergugat?g{\?aan Tergugat Il bukan
&voghanya telah menyinggung harkat dan kezgfh?atan Penggugat tetapi juga
<% dimanfaatkan sebagai alasan pembehnaran yang merupakan aspek
) pendukung yang kuat untuk Qﬁ\ngambil keputusan menghukum
Penggugat ,Pengugat tidak dib&ﬁkan Salinan atau foto copy Berita Acara A
Pemeriksaan (BAP),...dst. Q\\y \\Y‘
@?‘ Dalil/alasan gugatan P@gugat pada halaman 5 Romawi Il Ala @Y
Materil diajukannya g%gatan angka 1 sampai dengan angka 3 a:e%lah
keliru, tidak benatymengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukam yang
sebenarnya dg?f hanya berdasarkan asumsi penggugat sengé, Tergugat
| perlum Zmpaikan beberapa hal sebagai berikut: vsv
a. B a sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 26 U&Eng—undang Nomor
%\Sﬁ'ahun 1974 tentang pokok-pokok kepega\?@ﬁn yang berlaku pada
\)@V saat itu, pada saat pengangkatannya sg?&ai PNS. Penggugat telah
¥ mengucapkan sumpah/janji untulggvmentaati segala peraturan
> perundang-undangan yang berlakgydan senantiasa menjungjung tinggi
kehormatan Negara, Pemerin{ﬁ}‘l, dan martbat Pegawai Negeri Sipil, &\V\
vé susunan sumpabh/janjinya \igﬁlgai berikut:
“ Demi Allah, saya ber&s@ﬂpah/berjanji:
& ®
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\b@ahwa saya, akan mentaati segala peratu\rz'gméperundang—undangan
\)%?\ yang berlaku dan melaksanakan tugas I@Yﬁasan yang dipercayakan
<X kepada saya dengan penuh ngabdian, kesadaran dan
o tanggungjawab; Q\& C
V\‘O Bahwa saya, akan senantias ﬁ}céon'un'un tinggi kehormatan Negara %O
AR a ya, acivienjunjung tingg gara, AR
\\/v% Pemerintah dan martabegyﬁegawai Negeri, serta akan senantiasa \\y%
0?9 mengutamakan kepe&@gan Negara daripada kepentingan sa@}Q
Q,é sendiri, seseorang &tau golongan; QQ%
Bahwa saya, %l@n memegang rahasia sesuatu yang menurL/J\t?sifatnya
atau menuruﬁperintah harus saya rahasiakan; ??'
Bahwa “s%ya, akan bekerja dengan jujur, tertib,>¥ cermat  dan
ber&@%angat untuk kepentingan Negara”. OVQY
b. Béﬁwa sumpah/janji tersebut merupakan janji e‘gﬁa Penggugat untuk
?‘g‘?tidak melakukan pelanggaran atas pera(to@ﬁn perundang-undangan
s yang berlaku dan penyimpangan dari ,{Q,Q%s dan kewajiban pekerjaan
N\ yang dibebankan padanya. Bahwa\/s%‘tiap sumpah/janji mengandung
\%O resiko hukuman manakala dilan\%ggjr oleh yang mengucapkannya. %O
Q Bahwa Penggugat sebag@& seorang PNS vyang telah diambil Q
O\\/v sumpah/janjinya, apabi%\\dikemudian hari melanggar sumpah/janjio\\/
({/% tersebut, tentu ada%{é%sekwensi hukuman yang harus diterimz(a{/@fa
sesuai ketentuan feraturan perundang-undangan yang berlaku, fanpa
melihat sudqgj\?berapa lamakh pengabdiannya sebagai QF;‘NS atau
sebarapayér%ting tugas dan jabatannya sebagai PNSS rta apakah
sudar@rnah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya.QY
C. Bajfwvz;\ apabila Penggugat terbukti melakukanQé’gfanggaran disiplin
\gP S, maka Penggugat juga akan menerir\;&r resiko dapat dijatuhi
\)%?‘ hukuman disiplin yang setimpal dgasan pelanggaran yang
<¥ dilakukannya serta tingkat dan jenis @J?uman disiplin yang dijatuhkan
> kepada Penggugat tidak harus berjenjang.
&\é d. Bahwa Penggugat dalam&\édalil gugatannya yang intinya &\V\
vé menyampaikan bahwa P{e/v%ugat tidak diberikan Salinan atau foto VVV\
Y copy Berita Acara P ;riksaan (BAP), dapat Tergugat tangga&'o\
sebagai berikut :Q<<,e QQ,é
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\gBahwa apabila Penggugat memang belum\z\Wenerima Berita Acara
06?~ Pemeriksaan terhadap dirinya, maka més€lis hakim perkara a quo
<¥ perlu mencermati dan mempedoma@vpertimbangan majelis hakim
o pada Putusan Pengadilan Tat:@\,}Jsaha Negara Jakarta Nomor C
&\V\O 22/G/2017/PTUN-JKT tanggak\}.% Juni 2017, yang kemudian putusan &\%O
\\yﬁ tersebut dikuatkan di tin\%@ banding dengan Putusan Pengadilan &
®§ Tinggi Tata Usaha Ngg@ra Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKC'9I'?~Q
Q,é tanggal 2 Novemsef 2017 dan di tingkat kasasi dengan Pu@n
Mahkamah A’&ng Nomor 257 K/TUN/2018 tanggal 30 ARQI 2018,
yang menyegtitkan : ??'
1) bahwadketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tgh%n 2010 telah menegaskan pada pokokny&vﬁéhwa PNS yang
e%iperiksa berhak mendapat fotokopi berita aeéf’a pemeriksaan yang
?‘3‘? telah ditandatangani oleh pejabat yang(,;:é@?neriksa dan PNS yang
s diperiksa. Bahwa jika dibaca dan dig&;hqati ketentuan tersebut salah
<X satu unsurnya menyebutkan “be\m%k mendapatkan fotokopi berita
\ée acara pemeriksaan”. Menuru\é@%mus Besar Bahasa Indonesia kata
Q “berhak” yang memiliki k@/e} dasar “hak” mengandung arti sesuatu Q
O\\y yang mutlak bisa kita @pvatkan /atau kita miliki, dan penggunaannyao\\/
({/eCov tergantung kepad@@l?fi kita sendiri apakah akan kita dapatkan aga
tidak, contohny& Seperti “setiap warga negara berhak mempétoleh
pendidikarbf&n pelajaran” itu adalah hak yang mutlaéfgi\sa kita
dapatlg@-?namun untuk mendapatkan atau tidak men&t&;\tkan akan
sar@%rt digantungkan kepada kehendak atau keingﬁran dari diri kita
@@?;diri, artinya jika kita menghendaki kita d@f@g& memeprolehnya
\2\? karena kita telah diberikan hak, dan s\gbaliknya jika kita tidak
\)%V menghendaki maka tidak ada paksaan\fa?fuk kita mendapatkannya,
<¥ sedangkan kewajiban adalah sesqﬁ& yang harus dilakukan (tidak
> bisa ditinggalkan) dengan pe@rﬁ rasa tanggung jawab, karena
memiliki kata dasar “waji@% contohnya “seorang pelajar wajib &\V\’
vé membayar SPP”, dari k\/@;a contoh tersebut jelas bahwa seorang \yv\
Y yang sudah me%@@\skan untuk mengikuti pendidikan /ata&vo\
pembelajaran ng@ ia diwajibkan untuk melunasi pembayarané{@%g
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& &
\2\? sekolahnya, tetapi untuk memperolehzyﬁam /atau mengikulti
06?~ pendidikan yang telah dijamin oleh %Qgéng-undang, hal tersebut
<X merupakan  hak  seseorang @tuk mendapatkan  /atau
o menggunakannya atau tidak; C
&\V\O 2) bahwa dari unsur ketentua\@Pasal 28 ayat (3) dikaitkan dengan &\%O
\\yﬁ uraian pertimbangan di\\/&ﬁs, maka dapat disimpulkan bahwa tidak \\y%
0?9 diberikannya fotoko&@erita acara pemeriksaan kepada Penggug&t?9
Q,é selaku pihak vy diperiksa tersebut, dikarenakan meman%@al
tersebut bu,k&tllah merupakan kewajiban untuk disampaik.’al{{?kepada
Penggug_@@“ kecuali hasil pemeriksaan yang dilil@ﬁkan oleh
Pemefiksa yang dituangkan dalam berita acarabvpemeriksaan
t&&but belum ditandatangani oleh Penggugaévgélaku PNS yang
e%iperiksa, maka harus disampaikan t ih  dahulu untuk
?12‘? memberikan kesempatan kepada Pengqgg%\?jika akan menyanggah
s dan /atau mengoreksi berita acara E)&?‘Periksaan tersebut, tetapi jika
<X sudah ditandatangani oleh Penggﬂ%‘at sebagai PNS yang diperiksa
\ée maka tidak ada ketentuan yzig@emewajibkan untuk memberikan dan
Q /atau menyampaikan beg'ié acara pemeriksaan tersebut kepada
O\\y Penggugat selaku PN@‘ygng diperiksa. O\\?
({/eCov 3) Bahwa selain itu(,{/\&é%asarkan kaidah hukum dalam pertimban@ﬁv
Putusan Mahkafah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 52Juni
2014 yangQﬁq%nyatakan bahwa demi tercapainya keadila btantif,
makaﬁlq;éxhal yang bersifat administratif tidak bolerg?,%nghalangi
ter@?}ainya keadilan subtantif, hal tersebut tidajéydapat dijadikan
@&Ean untuk membatalkankeputusan objek seQ@Q?éta perkara a quo,
\2\? dengan demikian dalil/alasanPenggugat Wﬁg menyatakan bahwa
\)%V “Penggugat tidak pernah menerir(r_giov fotokopi Berita Acara
<¥ Pemeriksaan sehingga keputusan @gjek sengketa tidak memenuhi
> syarat formil”, beralasan hukumantuk ditolak. C
Bahwa atas uraian fakta-fal@hukum tersebut diatas mohon kepada &\V\’
Majelis Hakim Pengadi\kayﬁinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk \\yv\
menolak seluruh d&lﬂ%ugatan Penggugat karena dalil sesat tid%«é}
beralasan huk&me serta menggiring opini dan hanya Q@a
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\2\? pembelaan diri semata, dan mohon untu\kgnenguatkan Keputusan
\)%?\ Tergugat | Nomor 173/KPTS/BPASN@’O§2 tanggal 15 Desember
<Y 2022 karena merupakan Keputus@fn?‘yang sah dan telah sesuai
o dengan fakta hukum yang s@/;atanya ada serta telah sesuai C
&\V\O dengan ketentuan Norma/\ﬁ%raturan Perundang-Undangan yang &\%O
?‘é berlaku; § @
Y > >
o & &
8. Bahwa Tergugat IQ%embantah dan menolak dalil/alasan gu@%tan
Penggugat padathalaman 6 Romawi Il Alasan Materil diajukannya
gugatan padq_%ngka 3.4 yang pada intinya menyatakan hgh?/\./a melalui
penerapa@ﬁ:sa “Penipuan dan Penggelapan yang diterv@.agkan oleh Tim
Pemz/@?s‘a dari Inspektorat Jenderal Kementerian I—}{/@m dan Hak Asasi,
menurut pendapat Penggugat adalah stigma eﬁg “premature” karena
0@B‘redikat “Penipuan dan Penggelapan adala&dg%nya diperuntukan kepada
<% pelaku kriminal/pidana...dst. A
Dalil/alasan gugatan Penggugat péahv Penggugat pada halaman 6
\ee Romawi Il Alasan Materil diajulgas:ﬂ/a gugatan pada angka 3.4 adalah
?‘é keliru, tidak benar, mengada-r{,géda, tidak berdasarkan fakta hukum yang vﬁ
sebenarnya dan hanya be@\éarkan asumsi penggugat semata, Terguga@w
({/% | perlu menyampaikan@é%erapa hal sebagai berikut: QQ/%O
1) Dokmen/ bukti lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Pengguga&@%wa diperoleh fakta dalam Berita Acara %Q%Zriksaan
(BAP) sgdﬂ“nadap Penggugat tanggal 17 Februari 20&45 yang telah
dita@%tangani oleh Penggugat dan diparaf. @%wa dari hasil
\gegr?neriksaan tersebut diperoleh fakta Peng@(g?at telah mengakui
?g\?“perbuatan dan menyatakan sbb: v\z?
37 a Pada saat menjadi KPLP di LPP Band%ng tahun 2017, Penggugat
As dihatuhi hukuman disiplin berupad;évnurunan pangkat setingkat lebi
00\ rendah selama 3 (tiga) taht@"\(arena menerima uang dari WBP
kasus Tipikor (istri Guberfitir Kalsel) sebesar Rp. 100.000.000.00 v\&\
melalui rekening BC%\%YSS, untuk membuat sarana bak air di dalam \\Y

e(gv Lapas. e(9?“ QOV
b. Bahwa Pengggf@at sudah pernah dilakukan pemeriksaanQ%Ieh
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vg(/atasan langsung dan permintaan keterangan terkait Somasi
@V‘ (peringatan terkait izin tinggal dan su\rggvpengaduan ZULFA ELINA
<X tanggal 31 Januari 2022. <X
c. Bahwa ibu Zulfa mendapat éq?‘ov dari Ibu Tuti (Almh) sesama
@O pegawai Direktorat Jend%@%emasyarakatan, bahwa Penggugat
v% dapat membantu pen@s‘fmaan CPNS Kementerian Hukum dan v%
0\\/ HAM. Penggugat @h\\ﬁbungi Ibu Zulfa untuk diminta bantuar\?Q\\/
Q/é kemudian Penggh%at menghubungi Tim yang dapat memb@%.
Tim menyanggupi akan membantu dengan perjanjian uang akan
Kembali\?@%h kalua tidak diterima sebagai CPNS. Kvgéludia Ibu
Zulfasv?él.enyetorkan uang kepada Tim melalui Peng‘;@%gat sebesar
%@.YQOO.OOO.OOO.OO secara mengangsur. Kemu&ﬁg{ keponakan lbu
goCZulfa mengikuti tes dan hasilya tidak Iulug(/osehingga lbu Zulfa
\3\?‘ meminta uang dikembalikan sesuai gb?igan perjanjian, tetapi
0% sampai saat ini Penggugat beIumgbl%sa mengembalikan karena

A belum ada pengembalian dari Tip;ré\

(
%O

N \
O d. Bahwa sebelumnya Penqo&at pernah _melakukan perbuatan
sejenis_terkait penerimaaﬁs%PNS, dan pernah ada yang diterima A

. N €SI S
sebagai CPNS ada juga‘yang tidak diterima (tahun lalu). Q

@?‘ e. Bahwa Penggug Vf?engakui bahwa dana yang diminta sebe
Rp.350.000.00@(.<00 untuk S1,namun Ibu Zulfa baru membaya(?kan
sebesar R@:200.000.000.00 untuk memasukkan kepogakannya
yang I@ann S1, dengan cara diangsur ke rekeni A Nomor
89Q5530988 atas nama Penggugat. Sedangkan de}Zyang diminta
@%%esar Rp. 250.000.000.00 untuk SMU. (9?9~

N o . . N o

\2\?3} Bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut aneﬁ bagian dan menjadi
gV‘ parnert penggugat terkait penerimaga}%PNS TA 2021. Namun
<X demikian, Penggugat tidak akan meényebutkan nama personel tim,

kecuali mereka tidak menge likan dana tersebut hingga 28 ¢

. . Z O
Februari 2022 sesuai yang&&gﬁamlkan. &\e

S g. Bahwa Penggugat mggy\yadari atas perbuatan yang dilakukan &
4 N \\,?*
Penggugat terkait gé\erimaan CPNS TA 2021, maka Pengguga@
N . O S ©}
akan dijatuhi h@%uman disiplin walaupun Penggugat suatu /saat
< Qéé
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vé nanti sudah mengembalikan dana tersebu ({p/ada Ibu Zulfa Elina.
@?‘ h. Bahwa Penggugat mengakui dan memista maaf, merasa bersalah,
s dan menyesali atas adanya pe(fhasalahan ini dikarenakakan
kebodohan penggugat yang teéaxh?ailakukan. Penggugat memohon
@C’ agar diberi waktu untuk m;;@@lesaikan permasalahan ini. &\QO
2) Bahwa perbuatan pengg@at yang menjadi calo/perantara dalam v%
rekrutmen Calon %e\ga\\//vai Negeri sipil (CPNS) di Iingkunga@\/
> Kementerian Hu dan Hak Asasi Manusia TA 2021
© mendapatkan kglﬁrungan pribadi dan/atau orang lain deﬁn
menerimagﬁ meminta sejumlah uang kepada seseora@gan atas
perbuatgtn{_ tersebut merupakan suatu perbuatanbﬁang dapat
mer@%rong kewibawaan, dan kehormatan negar@%emerintah, dan
ﬁtabat PNS yang menimbulkan akses (da\@%ak) negatif kepada
?@VPemerintah dan/atau Negara (dalam arti Iu@)?.~
0(93) Selain itu, bahwa dari kenyataan yang dib%eroleh selama persidangan,
A tidak ditemukan hal-hal yang dapa{w&embebaskan atau melepaskan
OO\ Penggugat dari perbuatan yangg@lakukan Penggugat yang menjadi OC
calo/perantara dalam rekrutgfe\n Calon pegawai Negeri sipil (CPNS) di é&\
lingkungan Kementeriar\\ﬁukum dan Hak Asasi Manusia TA 2021 \\,V‘
untuk mendapatkan%@‘untungan pribadi dan/atau orang lain den%qﬁ”
menerima dan m%’minta sejumlah uang kepada seseorang,Q(‘baik
sebagai alasak pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh k@renanya
perbuataq&ang dilakukan Penggugat harus dipertang L@?g jawabkan
kepad@ﬁ?;a, dan diperoleh fakta hukum memang Pqua’gugat memiliki
psren aktfi sebagai Pelaku menjadi calo/perant%@%enerimaan Calon
?ﬁegawai Negeri Sipil dengan meminta/m@rima sejumlah uang
OgV“ dengan korban salah satunya Ibu Zulfa. \)@V‘
<Y 4) Bahwa yang dimaksud dalam unsur gienguntungkan diri sendiri atau

orang lain adalah barang siapa@a’%g melakukan perbuatan dengan ¢
O
D

&\

?‘é dengan sengaja dengan rgélawan hukum untuk menguntungkan diri ?,%
. PN . N4

sendiri atau orang Ialn\@\lgan tidak berhak. §

. O &
< 5) Bahwa dilihat tragk record Penggugat sebelumnya, Penggugat
© Q g

mengetahui dan menghendak'@gé, maka dia melakukan perbuatan itu
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N . N2
vﬁempunyal track record buruk karena telah @nah dijatuhi hukuman

\)@?‘ disiplin disiplin tingkat berat berdasark@keputusan Menteri hukum
<X dan Hak Asasi Manusia Nomor; M¥HH-34.KP.06.03 Tahun 2017
tanggal 5 April 2017, yaitu berup&@nurunan Pangkat setingkat lebih ¢
@O rendah selama 3 (tiga) tah/LiQ}Catas pelanggaran Pasal 3 angka 5, &\ee

angka 7, angka 14, angka?ﬁ dan Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 7 v%

dan angka 8 Peratur@%emerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang\o\\/

Q/é Disiplin PNS. ({/%G) Q((/ée
6) Bahwa Perbuatan Penggugat sebagai PNS merupakan sikap perilaku
yang terc@’éﬁ?&an sangat rendah komitmennya untu@ematuhi
ketentug?\#‘-peraturan perundang-undangan vyaitu ketgm{t‘uan Disiplin
PN ehingga baik secara langsung maupun tigﬁxlangsung telah
@%urunkan harkat, martabat dan kehormata S serta berdampak

vsgy\negatif pada pemerintah dan/atau negara. ?12\?"

0%7) Bahwa berdasarkan peraturan perundé%g-undangan yang berlaku

A ditentukan sebagai berikut: &?,S?‘

00\ a. Dalam ketentuan pasal 3 hu&@\d Peraturan Pemerintah Nomor 94 OC
tahun 2021 tentang Disi&m\l PNS, ditentukan setiap PNS mentaati %&\

ketentuan peraturan P\emndang-undangan; \\Y
b. Dalam Ketentuan @Esal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor @Y‘
tahun 2021 te@?ang Disiplin PNS, ditentukan bahwa setiapQﬁf’NS
dilarang mehjadi perantara untuk mendapatkan keuntungfg‘?r pribadi
dan/atag.?‘orang lain yang diduga terjadi konflik kepenﬂ]gijan dengan

jab@ta?{; Vy
& Q& _

c@@élam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d {il'/@?élturan Pemerintah
?ﬁ Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin @S ditentukan bahwa

Ogv‘ Hukuman Disiplin tingkat berat segas&aimana dimaksud dalam
<X Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhké&h bagi pelanggaran terhadap
kewajiban mentaati ketentu%}&%eraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud&\@lam pasal 3 huruf d, apabila
?‘é pelanggaran berdampa@egatif pada negara; ?,%
d. Dalam ketentuan p@l\/m huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9@\/

Tahun 2021 te@hc%g Disiplin PNS dinyatakan Hukuman Di@?ﬁ]
< R
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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e , ' &
v berat sebagaimana dimaksud dalam pa@ﬁ 8 ayat (1) huruf c

@?‘ dijatuhkan bagi PNS yang melanggai)dg%Tentuan larangan menjadi
s perantara untuk mendapatkan keugitungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan k%@nangan orang lain yang diduga
@O terjadi konflik kepentingan/\q\é%gan jabatan sebagaimana dimaksud &\QO
?‘é dalam pasal 5 huruf b; ?ﬁ v%
0\\/ e. Dalam ketentuan p@%ﬁ 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerinta@\/
Q/é Nomor 94 Tah%@%ﬂ tentang Disiplin PNS antara lain diterg@%glgn
bahwa salah™ satu jenis hukuman disiplin berat adalah
pemberr\l?gét\?;an dengan hormat tidak atas perming@f%v sendiri
sebaﬁ PNS; 5?1{-
f. Q?@Xm ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang@ﬁdang Nomor 5
goc?ahun 2014 ditentukan PNS diberhentika@é’éngan hormat tidak
?gy atas permintaan sendiri karena mela@g&n pelanggaran disiplin
3? PNS tingkat berat. 3?
A 8) Meskipun perbuatan Penggugat te@zt tidak menimbulkan kerugian
OO\ secara langsung terhadap keléﬁ\gan negara dan penggugat telah OC
mengembalikan sebagaian dari uang yang diterimanya kepada pihak é&\
korban, hal ini tidak mer\gﬁﬂangkan tanggung jawab Penggugat, tidako\\?
(9?‘ mengakibatkan pe gat terbebas dari pemberian sangsi disipti
dan tidaklah dap@?’menghapus pelanggaran disiplin yang dila{gf’rkan
oleh penggu@at, mengingat adanya asas hukum yafu asas
“personalify tesponsibility” yang mengajarkan bahwa n@%?ﬁg-masing
orangyaﬁzu institusi bertanggung jawab atas kesal@h?:\nnya sendiri”.
A@g?égi perbuatan yang dilakukan penggugat <Lgﬁébut bertentangan
?ﬁengan Program Pemerintah tentang “ pen ﬁaan Calon PNS yang
gv‘ dilaksanakan berdasarkan prinsip tranS@Earan, bersih dari praktik
<X Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme «Serta tidak dipungut biaya”.
Maka hukuman disiplin berupa E,%ﬁl%erhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri /s&b%gai PNS atas nama penggugat Q
?‘é merupakan hukuman y@g setimpal dengan perbuatan yang ?,%
dilakukannya. Jadi t@\}édap perbuatan penggugat, yang haru§\\/
bertanggung jawa@é%dalah Penggugat sendiri selaku orang @fcmgg
3 4
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5 A~

v elakukan perbuatan yang melanggar I@%entuan disiplin PNS
\)@V‘ tersebut, sehingga tidak menyebatkan\)chh Penggugat bebas dari

<X kesalahannya sendiri. ?,S?‘

9) Bahwa dalil/alasan yang dikem%ﬁkan oleh Tergugat | diatas telah

Sl
v% Putusan Hakim terdaht@ dalam pertimbangan Majelis Hakim v%
0\\/ pengadilan Tinggi Ta@\\Osaha Negara Jakarta dalam halaman 8@\\/
Q/é pada putusannya @ﬁ%or 10/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli 2892
dan pada putusannya Nomor 8/G/2022/PT.TUN. JKT tanggal 24 Mei
2022 pad%gﬁ';;laman 50. Putusan tersebut menurut @at kami
dianggaiytj‘- tepat dan layak untuk diteladani gzé% dijadikan
ped@%n/pertimbangan oleh majelis Hakim per@?a a quo untuk
ﬁwujudkan standar hukum yang sama/kepas{@% hukum/ konsistensi

Qypenerapan hukum  bagi penyelesaiar{g?éengketa administrasi

Q) ;
mempunyai sumber hukum kuat karena berpedoman pada
S puny /\&5?19 p p

O pemerintahan di peradilan Tata Usaha Né%ara.
s Bahwa atas uraian fakta-fakta hukj{ﬂ,‘}& tersebut diatas mohon kepada
> Majelis Hakim Pengadilan Tirg—?\rata Usaha Negara Jakarta untuk <
menolak seluruh dalil guggfaﬁ Penggugat karena dalil sesat tidak %&\%
beralasan hukum serta Q&lggiring opini dan hanya upaya pembelaan \\,V
@?‘ diri semata, dan q%n untuk menguatkan Keputusan Tergug 0‘?‘
Nomor 173/KPTQfBPASN/2022 tanggal 15 Desember 2022 I«aﬁ‘éna
merupakan Keputusan yang sah dan telah sesuai dengan fakta
hukum )@Bg senyatanya ada serta telah sesuai den%ghQ‘ketentuan
Norrgg;ﬁeraturan Perundang-Undangan yang berlaaqu
9. Bahv@?ergugat membantah dan menolak dalil gu%q% Penggugat pada
angka 4 halaman 7 sampai dengan halam Q,% yang pada intinya
\)@F’\enyatakan Surat Keputusan Tergugat 1505% Tergugat Il kurang
<% memenuhi rasa keadilan, menghasika sebuah konklusi bahwa
o Penggugat adalah pelaku penipU@n&vdan penggelapan, Penggugat ¢
bukanlah individu yang mencari-gg?r%ambilan sebagai “percaloan”... dst.
?? Dalil tersebut adalah kelir@ tidak benar, mengada-ngada, tidak ??
berdasarkan fakta hukur@\%ng sebenarnya dan hanya berdasarkaQQ\\/
O

asumsi penggugat se&@‘g, dengan alasan sebagai berikut: Q@é
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& , =
Bakhﬁa berkaitan dengan Tergugat | menerblg@n Keputusan Nomor
3/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 DesembesgVZOZZ membuktikan bahwa
<Y BPASN dalam melaksanakan tugas dar¥fungsinya dalam menerbitkan
keputusan aquo melaksanakan asaé:(kepastian hukum terkait dugaan
\V\O pelanggaran disiplin yang dilakuk/\@s%leh Penggugat. /\\ee
?‘é Bahwa Peristiwa hukum per@uhan hukuman disiplin bagi Penggugat v%
0\\/ berupa Pemberhentian déﬁh\g/an hormat tidak atas permintaan sendi@\\/
Q/é sebagai PNS dalam @&Craat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Qg}%l
Manusia Nomor M.H?—L-99.KP.07.03 Tahun 2022 tanggal 15 Desgmber
2022 adalah ?kg;}gna Penggugat melakukan perbuatan rq?@'nﬁadi calo
Penerimaarg%PNS di lingkungan Kementrian Hukum s&$ Hak Asasi
Manusi@n menerima uang dan menerima uang t@?lbu Zulfa Elina
den@% maksud sebagai biaya pengurusan rekrut@%Penerimaan CPNS
gé%gan dalil dapat menyanggupi dan membanggénerimaan CPNS.
\)%Bahwa Penggugat melakukan Percaloan \b%nerimaan Calon Pegawai
&?'S Negeri Sipil di lingkungan Kementeriaj@ﬁukum dan Hak Asasi manusia
> Tahun anggaran 2021 merupaka@@perbuatan tercela, hal itu justru O
menjadi memperberat hukuman_disiplin yang dilakukan Penggugat. /\\é
Karena itu Tergugat | berkeg(gkinan bahwa penjatuhan hukuman disiplino\\?
berupa pemberhentian @¥hgan hormat tidak atas permintaan senot'g;?~
sebagai Pegawai Neg<éffi Sipil sebagaimana tercantum dalam Keple’rSan
Menteri Hukum«&an Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-9%KP.07.03
TAHUN 2022L_Y§1~nggal 3 Agustus 2022 yang kemudian di@%tkan oleh
Keputusalqﬁv{'ergugat I Nomor 173/KPTS/BPASN/2C§32§v tanggal 15
Dese g; 2022 dari aspek kewenangan, aspek sedur dan aspek
SL\tﬁtansi telah sesuai dengan peraturan per@%ang-undangan yang
Og‘B“erIaku, tidak cacat hukum, tidak sev\)\l@ﬁ“ang—wenang dan tidak
<Y bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum mengambil keputugeﬁinya, Tergugat telah memeriksa ¢
O

D
&\
S
\¢

Q sebagaimana Penjelasan Pasal /ng%at (1) Peraturan Pemerintah Nomor

@ 79 Tahun 2021 tentang Upa&é Administratif dan Badan pertimbangan
%

Aparatur Sipil Negara d@}_]an tujuan menemukan hubungan huku

&S antara satu fakta/kejadian/peristiwva dengan fakta/kejadian/periggb\%

R Q <
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. .
Ialeﬁya, sehingga akan merujuk pada satu fal@aéhukum tertentu yang
ogﬁapat memberi gambaran mengenai tindak@}jelanggaran disiplin, berat
<% ringannya suatu pelanggaran disiplin, daatjenis hukuman yang setimpal.
Selain itu Tergugat | juga telah %é?rYeriksa dan mempertimbangkan

©
N
ajukan, serta seluruh bahan-b@}an lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan v%

\V\O dengan seksama alasan dari /\Qé‘?ding administratif yang penggugat
penjatuhan hukuman disi@\/terhadap Penggugat, sehingga keputusaQQ\\/
Q/é yang dikeluarkan Terg@nsg[ | telah didasarkan pada asas netralitas ka@%
mempertimbangkan bahan dan bukti dari kedua belah pihak.
Perlu Tergug%g'}egaskan kembali bahwa pelanggaran d@?n PNS
bukan deIi4§>~\J‘§duan, atasan langsung Penggugat setelg?r{—mengetahui
dugaan?@zlanggaran disiplin yang dilakukan oleh ?anggugat, harus
me@%ggil dan memeriksa Penggugat sesuai k%@%uan Pasal 26 dan
\Sal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 T%@Sﬁ 2021 tentang Disiplin
SPPNS. i
&?'S Keputusan tersebut juga telah sesuai d,g\?r/&;an ketentuan dengan Pasal 52
> Undang-Undang Nomor 30 T@,@n 2014 tentang Administrasi O
Pemerintahan dan Pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang ef\\e
Nomor 5 Tahun 1986 yang (e?aih diubah dengan Undang-Undang Nomoro\\,v
9 Tahun 2004 dan pertga%an kedua dengan Undang-Undang Nomoré@f‘
Tahun 2009 dan sesﬁﬁi dengan Azas-Azas Umum PemerintahanQ?éng
Baik (AAUPB) selfagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undaqg Nomor
30 Tahun 2014¢ {_&
Dan Kegythtan Tergugat Nomor 173/KPTS/BPASN/2\Q§E tanggal 15
Desemaijer 2022 tentang penguatan hukuman %@Yﬁ"n sebagaimana
te&gﬁntum dalam Keputusan Menteri Hukum @a% Hak Asasi Manusia
Og‘ﬁlomor M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2022 ta@§al 3 Agustus 2022 berupa
<Y Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuh@ﬁvkepada Penggugat merupakan
keputusan yang adil, cermat, te!{tiscaan tidak sewenang-wenang, karena
@ telah diputuskan berdasarke@ Peraturan Perundang-undangan yang Vy\
berlaku dengan menged%@\?ﬁan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilg@\\/
(Rechtsgevoel) danQ((jberlakuan hukum yang tidak memlhakq@alr
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Trgﬁment) serta telah sesuai dengan Azas—As\%s.é Umum Pemerintahan
O@Vang Baik (AAUPB). oX

<Y Bahwa atas uraian fakta-fakta hukum térsebut diatas mohon kepada
¥ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ea'g Usaha Negara Jakarta untuk
\V\O menolak seluruh dalil gugatar}\\{&%nggugat karena dalil sesat tidak /\\ee
beralasan hukum serta mengg@:‘mg opini dan hanya upaya pembelaan diri v%
semata, dan mohon untl{p\\/nenguatkan Keputusan Tergugat | Nomo@w
Q/% 173/KPTS/BPA3N/202§%ngga| 15 Desember 2022 karena merup@i/éggn
Keputusan yang sah dan telah sesuai dengan fakta hukquyang
senyatanya adggéerta telah sesuai dengan ketentuan Nor%@veraturan
Perundangvljv#dangan yang berlaku; 3?1{—
10. Bahwa @erasarkan yang telah Tergugat | uraik@*vpada Jawaban
Terqﬁé%\t | tersebut diatas, maka Tergugat | mer{@non kepada Majelis
@%Yliim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega@?jakarta yang terhormat
\)%berkenan memutus perkara ini sebagai beri?@(? :
«@DALAM POKOK PERKARA &é
) 1. Menolak gugatan Penggugat untuk §§H\Jruhnya. @(
2. Menyatakan Keputusan Terg@a\t I Nomor : 173/KPTS/BPASN/2022 %/\\e
tanggal 15 Desember 2 tentang penguatan hukuman disiplin \\Y‘
sebagaimana tercantu%@&am Keputusan Menteri Hukum dan Hak A§@§Y
Manusia RI dengan &&putusan Nomor M.HH-99.KP.07.03 TAHUNGZ022
tanggal 3 Agustu§ 2022 berupa Pemberhentian Dengan Horriat Tidak
Atas Permin@gh Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil y%g@“ dijatuhkan
kepada g@aggugat merupakan keputusan yang sah Qs@n benar serta
meng(i/t(ﬁf bagi para pihak yang terkait. ({/(9?
3. @n%lak agar Tergugat | mencabut Surat Kep %an Tergugat | Nomor
0@373/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desem%@vzozz tentang penguatan
<% hukuman disiplin sebagaimana tercantufh dalam Keputusan Menteri
S Hukum dan Hak Asasi Manusia ngeﬁ?éan Keputusan Nomor : M.HH-
Q 99.KP.07.03 TAHUN 2022 &@g?ggal 3 Agustus 2022 berupa
?% Pemberhentian Dengan Hor@gPTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai \yv\
Pegawai Negeri Sipll yang?@?]atuhkan kepada Penggugat adalah sah daQQ\
benar serta mengikathgbl para pihak yang terkait. Q((/%O
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4. M@Ql/ak agar Tergugat | merehabilitasi harkat, @ﬁ[abat, dan kedudukan
og?enggugat dalam kedudukan seperti sem&dgv‘sebagai Pegawai Negeri
<% Sipil. <X
\«?‘ 5. Menghukum Penggugat untuk mer@q’gfar semua biaya perkara yang
\V\O timbul dalam perkara ini. /\\eo
?ﬁ Atau jika Majelis Hakim Pen@ilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta v%
0\\/ berpendapat lain, maka d@mon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequ%@\\/
Q/é Et Bono) sesuai den@?*nCQ peraturan perundang-undangan yang be@ﬁgﬁ
dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan etos <f<erja,
disiplin Pegagg&v Negeri Sipil yang ada kaitann)@f\ dengan
Perbuatan,ti;v%T(ah laku, sikap, atau tindakan yang dilalgmﬁan Pegawai
Negeri @;ﬂ serta peningkatan komitmen Pegawai Ne@ Sipil untuk taat
tert@%p peraturan perundang-undangan yang @cfaku, baik itu yang
kaitan dengan kedinasan maupun yang bgt&ku bagi seluruh warga
O%negara Republik Indonesia. 3?
&?'Sv Bahwa terhadap surat gugatan Peng\g/égat tersebut Kuasa Tergugat Il
OO\ telah mengajukan jawaban tertanggal @9\ Maret 2023 yang diterima pada
Q persidangan tanggal 21 Maret 2023 es‘e\bagai berikut : A
. DALAM EKSEPSI & 0\3
@?‘ Gugatan Penggugat Kab&(g?bbscuur Libel) écgv‘
1. Bahwa diketahui ob;éf( perkara Nomor: 4/G/2023/PT.TUN.JKT argf@lah
Surat KeputusanYKetua Badan Pertimbangan Aparatur SipiY-Negara
Nomor:173/K@3%/BPASN/2022 tanggal 15 Desember 2@ tentang
Penguataqugl}rat Keputusan Menteri Hukum dan Hak @sﬁsi Manusia RI
Nom%(N?HH-QQ.KP.O7.03 Tahun 2022 tertanggal 3 é@Yj’stus 2022 tentang
Pe@%\tuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat @rupa Pemberhentian
Og‘bengan Hormat Tidak Atas Permintaan Se&d'bﬁ‘ Sebagai Pegawai Negeri
<% Sipil a.n LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991032001 (selanjutnya
¥ disebut “Objek Tl Perkara a quo”); %ﬁ%urat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI I,\{@Qor M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2022
@ tertanggal 3 Agustus 2022 ‘;énang Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Berupa Pemberhentian D@B/an Hormat Tidak Atas Permintaan Sendi@\\/
ol ol
Q R
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3. _ ~ N
Sekb gai Pegawai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTA\@Y in casu Penggugat

O@YSelanjutnya disebut “Objek TII Perkara a qu&&ﬁ“
«¥2. Bahwa kemudian Penggugat dalam positatgugatannya dikatakan merasa
keberatan dengan diterbitkannya Ob&g{& Tl Perkara a quo dan Objek TII
\V\O Perkara a quo karena keputt/J\Q@S-? tersebut kurang memenuhi rasa
keadilan, yang mana disigk® membuktian bahwa sengketa yang v%
dipermasalahkan ini mer@%’kan sengketa dalam ranah Hukum Tat$0\\/
Q/é Usaha Negara seb%@%ana disebutkan didalam Pasal 53 ayapoﬁ)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Un%ang—
Undang Nomo@%ahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha I\!Yg/g}gra.
3?\!‘— Pasal 53 3?1{—
VQY (1) Orang atau badan hukum perdata y@g merasa
QQ’O kepentingannya dirugikan oleh suatu ge%utusan Tata
?12\?‘ Usaha Negara dapat mengajukegygugatan tertulis
0% kepada pengadilan yang be&‘?enang yang berisi
As tuntutan agar Keputusan&ﬁva Usaha Negara yang
> disengketakan itu din@f\akan batal atau tidak sah,
dengan atau ta&ﬁé disertai tuntutan ganti rugi A
dan/atau direhqbﬁl’tasi. \\,?“
3. Bahwa berkenaan dengah hal tersebut maka melihat dalam Petit
Penggugat angka 5 digébutkan bahwa Penggugat meminta Ketua I\Qg'felis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk “meRyatakan
putusan ini @at dijalankan lebih dahulu meskipun ada\L_R“asasi atau
Peninjau&@ﬁ(embali (uit bij voorad)” yang mana hale@éﬁebut menurut
Terg&gﬁf Il adalah suatu hal yang bertentangag_o%’engan apa yang
Pekpﬁgugat uraikan dalam positanya; \Z\vé
\4>@‘Bahwa diketahui Putusan Serta Merta \)(gﬁvoerbaar Bij Voorraad)

<% mempunyai dasar hukum sebagaimana digtur didalam Pasal 180 ayat (1)
<X <X
HIR, O
“Biarpun orang membant@gﬁeputusan hakim atau meminta
@ banding, pengadilar{?‘% boleh memerintahkan supaya
Y
keputusan hakim @\dijalankan dulu, jika ada suatu tanda

alas hak yan@%tentik atau suatu surat yang menurut S
Q R
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& ¢ &
v Pperaturan boleh diterima sebagai bulﬁu, atau jika ada
0@?‘ keputusan hukuman lebih dahulu d%@n keputusan hakim
s yang sudah memperoleh kekuatagivhukum yang pasti, atau
jika dikabulkan tuntutan §§ﬁ1%ntara, pula dalam hal
\V\O perselisihan tentang besi/t\(ée /\\%O
Merujuk apa yang telah diurai{g&n didalam Pasal 180 ayat (1) HIR diatas, v%
sebenarnya jelas dalar@\mal permohonan Putusan Serta Mert@Q\\/
Q/é (Uitvoerbaar Bij Voor@’a%) itu merupakan ranah dalam hukum Q@crga
perdata; < <
5. Bahwa berdase@lgﬁ apa yang Tergugat Il jelaskan diatas, a@l/\ﬁ sudah
tepat dikata)$n sebenarnya Gugatan yang diajukan ol)ﬁlﬁ~ Penggugat
Kabur @Vbscuur Libel), karena antara Posita ya@vdiuraikan oleh
Per@cuggat dengan Petitum yang diajukan bertenta@%n.
I. D%QXM POKOK PERKARA vsz?
\ﬁahwa Tergugat || membantah seluruh dalil Gﬁgatan, kecuali yang secara
&?'S tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Il. Untuk memperjelas dan
> mempertegas legal standing Tergug@}ﬁl dalam Gugatan Perkara a quo, O
bersama ini Tergugat Il sampaikag‘h\al — hal penting sebagai berikut: & s
A. Objek Sengketa Telah quY]ai Ketentuan Yang Berlaku Kewenangan \\?
1. Bahwa diketahui @B]ek perkara Nomor: 4/G/2023/PT.TUN.JI@
adalah Surat Ke(ﬁ’utusan Ketua Badan Pertimbangan AparatuQ<’§ipil
Negara Nomor:173/KPTS/BPASN/2022 tanggal 15 Desemper 2022
tentan%@nguatan Surat Keputusan Menteri Hukum cvithak Asasi
Manq.s}a RI Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Tahun 2@ tertanggal 3
é@hqgtus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman g&plin Tingkat Berat
?,éBerupa Pemberhentian Dengan Hormat ak Atas Permintaan
\)@V Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil gg?r LYZA ZASTAVARY NIP.
<X 196608071991032001 (selanjutnyax disebut “Objek TI Perkara a
quo”) dan Surat Keputusan Me&tél Hukum dan Hak Asasi Manusia
& RI Nomor M.HH-99.KP.07.0/§E§hun 2022 tertanggal 3 Agustus 2022

A R _
@ tentang Hukuman D|S|p€,ﬁ Tingkat Berat Berupa Pemberhentian
AV

‘V/k}

X/
Dengan Hormat Tid@\Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegaw.
O O
S S
& &
<Y Hal. 41 dari 68 hal. Put, No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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< _ & .
vﬁl\legerl Sipil a.n LYZA ZASTAVARY in cafzt\;?ﬁanggugat (selanjutnya
cx  disebut “Objek TIl Perkara a quo”); O@V

?,S?* 2. Bahwa Objek Tl Perkara a quo term&suk Hukuman Disiplin Tingkat
A
\

Berat Berupa Pemberhentian gé%an Hormat Sebagai Pegawai ¢
\éCa

\%Ca Negeri Sipil berdasarkan /\@%ntuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Q
Peraturan Pemerintah Qﬁmor 94 tahun 2021 tentang Disiplin v%
Pegawai Negeri Sipil;vO\\/ ?9\\/
Q/é 3. Bahwa kemudia@%caiketahui Sdri. LYZA ZASTAVARY in Qu
Penggugat, ber§atus sebagai pejabat administrator yang dala?n hal
ini menja%@zébagai Kepala Bidang Kegiatan Kerja pa@/\embaga
Pemasga#akatan Kelas | Cirebon; 3?1{—
4. Ba@& berdasarkan Pasal 15 Peraturan Ba@é?i Kepegawaian
gacejgara Nomor 6 Tahun 2022 tentang chgturan Pelaksanaan
?12\?‘ Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentaggybisiplin Pegawai Negeri
0% Sipil, dikatakan bahwa: 06
As Pasa\lv'lﬂ.?
OC?\ PPK Instansi Pusat berv@ﬁ\ang menetapkan penjatuhan O
o Hukuman Disiplin bag'&\ %&\%
O\\Y‘ 1. Pejabat Pigﬁiinan Tinggi Madya dan Pejabat O\\Y‘
o Fungsi&r)%] jenjang Ahli Utama di lingkungannya, %QV
untng’Hukuman Disiplin ringan, Hukuman DisiplinQQ/
ASedang, dan Hukuman Disiplin berat bepipa
\L_?“ penurunan jabatan setingkat lebih rendah gélama
¥ 12 (dua belas) bulan dan pembet\s\égn dari

QR‘
QV jabatannya menjadi Jabatan Pelaksgfia selama 12

4?
S

(dua belas) bulan; \Z‘vé
2. Pejabat Pimpinan T\i@l Pratama di
<X lingkungannya, untuk «gnis Hukuman Disiplin
sedang dan Hukume,t)q'ﬁgfsiplin berat; dan
eo 3. Pejabat Admir]i&(&tor ke bawah dan Pejabat
@ Fungsional \s/@éin Pejabat Fungsional jenjang Ahli ?ﬁ
Utama d{,@ngkungannya, untuk jenis Hukuman

Disiplirs~berat
® Q@% ®

<Y Hal. 42 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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< % _
E‘,, ahwa jelas sudah, adalah benar PPK Inst@ﬁsn Pusat dalam hal ini

0@?‘ Menteri Hukum dan Hak Asasi okgﬁ‘nusia yang berwenang
s menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Administrator
ke bawah dan Pejabat Fungsior@[%elain Pejabat Fungsional jenjang
\V\O Ahli Utama di Iingkungannx\@%tuk jenis Hukuman Disiplin Tingkat
?ﬁ Berat termasuk Surat K@butusan Menteri Hukum dan Hak Asasi v%
0\\/ Manusia Rl Nomor @%H—QQ.KP.O?.OS Tahun 2022 tertanggal %Q\\/
Q/é Agustus 2022 t@}%ng Hukuman Disiplin Tingkat Berat qu?gga
Pemberhentian <{)engan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai P?@'&a?\;vai Negeri Sipil a.n LYZA ZASTAVARY; ?9/}?
6. Bahwasﬁrdasarkan uraian tersebut diatas adalah begé? Tergugat |l
be@(gnang dalam rangka menerbitkan Objek TII P?@Y(ara a quo;
Pr&edur g&o
@? Bahwa Objek TIl Perkara a quo diterbitgax~ berdasarkan prosedur
sebagaimana diatur Peraturan Pemeﬂh(?ah Nomor 94 tahun 2021

©
N

As tentang Disiplin Pegawai Negeri ,@%il jo. Peraturan Kepala Badan
o Kepegawaian Negara Nomoroca\ Tahun 2022 tentang Peraturan O
Pelaksanaan Peraturan Pgﬁq\erintah Nomor 94 tahun 2021 tentang ef\\e
Disiplin Pegawai Neger@pil jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak \\,?“
@?‘ Asasi Manusia No 28 tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatu @Y
Hukuman Disiplm@dan Pemberhentian Karena Tindak PidanaQ(Bagi
Pegawai DkYLingkungan Kementerian Hukum dan Hék Asasi
Manusiay ¥ {—VQN
8. Bahquipvuntuk memperjelas, dapat kami sam%gjgr} berkenaan
%@?@an kronologis diterbitkannya Surat Kepu an Menteri Hukum
\ey,édan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-QQ?P.O?.% Tahun 2022
9?‘ tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Hu\lgnﬁﬁan Disiplin Tingkat Berat
Berupa Pemberhentian Dengan Hdrmat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai NegeriOSfp?ii a.n LYZA ZASTAVARY in casu
Q Penggugat, sebagai berikut:&\eO &\v\
@ 8.1 Bahwa pada tang@al 31 Januari 2022, terdapat Surat Vy\
Pengaduan yar@%sampaikan oleh Sdri. Zulfa Elina ditujuka@\\/

kepada Sel@/ét%ris Jenderal Kementerian Hukum dan HA@RI
Q <
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O?‘
é({/ perihal Dugaan Penipuan dan Pengge ﬁ i
kg an dalam Penerimaan
0@?‘ CPNS di Lingkungan Kementeriany Hukum dan HAM Tahun
s 2021 yang dilakukan oleh Sdtk~LYZA ZASTAVARY, Kepala
Bidang Kegiatan Kerja pa%ﬁ:%mbaga Pemasyarakatan Kelas |
\V\O Cirebon; /\\eo /\\ee
?ﬁ 8.2 Berangkat dari adug}tersebut, dibentuk tim pemeriksa khusus v%
0\\/ berdasarkan S@t’ Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor @QV
Q/é W.ll-PW.%%jGCZ-Z%Y tanggal 15 Februari 2022 yang tesdiri
dari ungur atasan langsung, unsur pengawasan, d%[l unsur
kep%qg'\/vaian sebagaimana diatur didalam Pasal %@&’eraturan
Kg‘é‘ala Badan Kepegawaian Negara Nomor @\L—Tahun 2022
@?entang Peraturan Pelaksanaan Peraturan ggnerintah Nomor
goe 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawaige%eri Sipil;
\3\?‘ 8.3 Bahwa Tim Pemeriksa melakuk@vpemanggilan terhadap
Pelapor a.n Sdri. Zulfa Elina unﬁ dimintai klarifikasi terkait
s surat pengaduan perihal DUQé%ln Penipuan dan Penggelapan

> dalam Penerimaan CPN@@i Lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM Tahun 31 gﬁn\uari 2022 berdasarkan Surat Panggilan A
Nomor: W.ll-KP.Q§D4-2112 tanggal 15 Februari 2022; O\\Y‘
o 8.4 Bahwa kemudiah Sdri. LYZA ZASTAVARY in casu Pengg@‘?
dipanggil foﬁtuk dilakukan pemeriksaan karena dqﬁaan
pelargghran Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
bev(gﬁsarkan Surat Panggilan | Nomor: W.ll—@5.04—2105
Qgt&nggal 15 Februari 2022; Qyp
%3 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022(0@?1 pemeriksa yang
< telah dibentuk melakukan pemeriksa@ﬁterhadap Sdri. Zulfa
Elina sebagaimana tertuang dida\gaﬁ Berita Acara Permintaan
<X Keterangan tanggal 16 Februari2022;
8.6 Bahwa pada tanggal 17 ée%ruari 2022, tim pemeriksa yang
&\é(a telah dibentuk melak/u&@? pemeriksaan terhadap Sdri. LYZA
?‘é ZASTAVARY in ca@Penggugat, sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara <l?%lmeriksaan Nomor: W11-PW.02.03-213@9\\/

tanggal 17 l}gbc?rari 2022; (<§®
R Q
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&
$87 Bahwa terhadap hasil audlt/pemerlkggﬁn khusus yang telah

0@?‘ dilaksanakan, dituangkan dalamocﬁporan hasil pemeriksaan
?,S?* sebagaimana tertuang dldQ‘}am Nota Dinas Nomor:
O\& ITJ.3.PW.03.02- 520/II/20289\£§nggal 23 Februari 2022 dan Nota ¢
/\\e@ Dinas Nomor: |TJ3P\Q§¥)3 01-555/111/2022 tanggal 4 Maret /\@O
= 2022; % y
¥ N3 S
?9\\/ 8.8 Bahwa setelah @ndapatkan persetujuan dari Menteri Huku@Q\
Q/%O dan Hak @éa& Manusia Republik Indonesia kem@?&n
< dlteruskanQdengan Surat Proses Penjatuhan Hukuman D<|2S|plln
Sdri @ZA ZASTAVARY in casu Penggugat berd%gf}kan Nota
DJI;SS Nomor:  ITJ.KP.07.03.11.PK-56  pe} Proses
lesenjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Bere&?erkalt Penipuan
an Penggelapan dalam Penerimaan i Lingkungan
go dan P | dalam P NS di Lingk
?12\ Kementerian Hukum dan Hak Asasi M&nusw\ Tahun 2021 yang
?‘0% dilakukan Sdri. LYZA ZASTAVAQ(? Kepala Bidang Kegiatan
&?'S Kerja pada Lembaga Pemasya/}akatan Kelas I Cirebon tanggal
& 28 April 2022, OO\ &
S S
é&\ 9. Bahwa berdasarkan hal- hgi&}lang telah Tergugat Il jelaskan diatas, é&\
O\\Y‘ adalah benar prosedur @am hal penerbitan Objek TIl Perkara a quoo\\,?“
%@?‘ telah dllaksanaka&@erdasarkan ketentuan Perundang- undan%qﬁ~
QQ’ yang berlaku; QQ/ QQ/
Substansi &V &V
10.Bahwa Q.&rl LYZA ZASTAVARY in casu Penggug%@alam hasil
peme@:lksaan telah mengakui dan terbukti dalam haqugnglakukan
((J/@V.l menyampaikan permintaan dana oleh(ﬁ’m yang mengaku
\zy,é dapat membantu penerimaan CPQI% kepada Sdri. Zulfa
\)9?‘ Elina sebesar Rp350.000.000\56§.‘ Pihak Sdri. Zulfa Elina
?,SV* baru dapat menyanggupi¥ sebesar Rp200.000.000,00
O\& diangsur dan dana tersgb%t dianggap sebagai uang titipan, ¢
&\é(a kalau gagal dljanjll@‘x@ uang tersebut akan dikembalikan &\V\O
@ secara utuh; v% Vy\
%
§\ 10.2 menerima u@ melalui transfer ke rekening BCA nomo@
Q/ée 8905030@? atas nama yang bersangkutan se-@éra
< <
Q(\V Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 4/G/2023/P5§Y‘JN JKT.
*J:Y \k_?‘
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& &
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



s v
Q’_& &

- Direktori Putpﬁéan Mahkamah Agung Repulgﬁ'i Indonesia

' 4

3 putusan. mahk%@ghagung go.id Q~
C?V

éo berangsur sejumlah total szoogﬁbooo 00, yang telah
\)%? disetorkan kepada timnya; O@V

s 10.3 pernah melakukan perbuatdn sejenis terkait penerimaan

CPNS, ada yang dlterlr@a&sebagal CPNS (sudah lama) ada

@O juga yang tidak dlter@g (tahun lalu). /\\ee

11.Bahwa terhadap perbt@an yang dilakukan oleh Sdri. LYZA v%
ZASTAVARY in casu@nggugat secara sah dan terbukti melakukaQQ\

Q/é pelanggaran dls@% sebagai PNS sebagaimana diatur d@ém
Peraturan Pemerlntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Ne’éen Sipil Pasal 3 huruf e dan f serta Pasal gﬁ.ﬂuf a, b,

g, k, dagvﬂfyang menyebutkan: SV“
VQY Pasal 3 &
$‘</® “PNS wajib: go
~2~V e.melaksanakan tugas kedinas@vdengan penuh

0% pengabdian, kejujuran, kesav an, dan tanggung

As jawab” &V

> f.menunjukkan mtegnt@§9 dan Kketeladanan dalam

sikap, perilaku, ucapgah dan tindakan kepada setiap o)

orang, baik di da&% maupun di luar kedinasan”

3 @VO Pasal 5 o

& ) e S

3 PNS dilagéng: Q
a.menyalahgunakan wewenang; &V
bmnjadl perantara untuk mendapatkan keunugﬁgan
Brlbadl dan/atau orang lain dengan mengamakan

Q/QV kewenangan orang lain yang didugaQ/@Y]’adi konflik

< kepentingan dengan jabatan; v,é

g.melakukan pungutan di luar ke\gq?fuan;

<% k.menerima hadiah yang <Werhubungan dengan

jabatan dan/atau pekerja@q, &

l.meminta sesuatu&égng berhubungan dengan

@ jabatan”. ?% v%

12.Bahwa merujuk pe@bangan sebagaimana telah Tergugat @\

sampaikan dlatas%éctfdah tepatlah Penggugat sebenarnya duatu@ém

Q(\V Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 4/G/2023/P5§Y‘JN JKT.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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v%%kuman disiplin tingkat berat berupa “PEI\Q\@@%HENTIAN DENGAN

0@?‘ HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAA\I\SI-,,%ENDIRI SEBAGAI PNS”

s sesuai dengan ketentuan pada Pasal~8 ayat (4) huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 299{1‘ tentang Disiplin Pegawai Negeri ¢
& Sipil; /\@C’ /\\%O

B.Dasar Alasan Gugatan Tidzi,&‘Berdasarkan Hukum dan Sepatutnya v%
Tidak Dipertimbangkan ?9\\/ ?9\\/

Q/é 13. Bahwa Penggug@&‘é‘élam gugatannya Romawi Il angka 1 dan a@%

2(vide gugatan’ hal 5), dikatakan bahwa Penggugat merasa

keberataq?g&dengan frasa penipuan dan penggel@én pada

konsidﬁn menimbang huruf b Surat Keputusan Menﬁi' Hukum dan

HqﬁyAsasi Manusia RI Nomor M.HH—99.KP.${%XS Tahun 2022

éﬁ’grtanggal 3 Agustus 2022 tentang Hukuma@é'lﬁsiplin Tingkat Berat

?12\? Berupa Pemberhentian Dengan Hormegg\?idak Atas Permintaan

\)% Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Si '(Oa.n LYZA ZASTAVARY in

As casu Penggugat, tidak memilikkﬂékuatan pembuktian sehingga

> merugikan Penggugat, dapatcga\mi tanggapi dengan bijak dengan O

bukti yang cukup sebagaigé?l ut: %/\\e

13.1 bahwa Sdri. LYZ&YZASTAVARY in casu Penggugat dijatuhi \\,?“

S hukuman dgysﬁn tingkat berat berupa “PEMBERHENTIAN"
& DENGANSHORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENBIRI
SEB?@AI PNS” sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat
@Q. uruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 94§?§hun 2021

?}entang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; vﬁ

%/@VZ bahwa hukuman disiplin tersebut dijz/@ﬁkan karena Sdri.
< LYZA ZASTAVARY in casu Pen ﬁgat secara sah dan
terbukti melakukan pelangga\r)aj?‘ disiplin sebagai PNS
<X sebagaimana diatur dalam P§§al 3 huruf e dan f serta Pasal
5 huruf a, b, g, k, Pera&[rgan Pemerintah Nomor 94 Tahun
&\é(ﬁ 2021 tentang Disiplin&@&;awai Negeri Sipil;
?‘é 13.3 bahwa terhadap 59%} LYZA ZASTAVARY in casu Penggugat, Vy\
N : LAV
sebenarnya tq@ dilakukan Pemeriksaan khusus oleh Tm@@
Pemeriksa@éf(husus sebagaimana diatur berdasqgégn
Q R

<Y Hal. 47 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 ta\z\ 2021 tentang Disiplin
0@?‘ Pegawai Negeri Sipil jo. oeﬁraturan Kepala Badan

s Kepegawaian Negara Nom@ 6 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Cf’(e?r\aturan Pemerintah Nomor 94
\V\O tahun 2021 tentargecf)isiplin Pegawai Negeri Sipil jo. /\\%O
?ﬁ Peraturan Menteri?t‘fukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 v%
0\\/ tahun 2019 teg&\\n/g Tata Cara Penjatuhan Hukuman DisipIiQQ\\/
Q/é dan Pemb@ﬂ%ntian Karena Tindak Pidana Bagi Pegaw@é%i
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13.4 bag{z;é dari hasil pemeriksaan tersebut %g/ﬁv LYZA
«?XSTAVARY in casu Penggugat dalam hasif-pemeriksaan
vgyterbukti dan telah mengakui perbuatanr@?yang mana hal
goe itu dilakukan dalam keadaan sadar d@fganpa tekanan serta
?12\?‘ intervensi dari pihak manapun; VQ?
0% 13.5 Bahwa perlu Tergugat Il tekankh% berdasarkan hal tersebut
A diatas maka opini penggug@fstZrkait “penerapan stigma yang
> premature dan tidak séél\Jai asas kepatutan” adalah tidak O
berdasar dan tidak &é?t%u dipertimbangkan lebih lanjut; é/\\e
14. Bahwa Penggugat dal@&i Gugatannya Romawi Il angka 3 (vide: \\,?“
@?‘ gugatan hal 5 sa@ dengan 7), menyampaikan fakta-fakta yg@ﬁ‘
mendukung perQ<§/ataannya yang mana dapat Tergugat Il tar@/@api
sebagai berifut : e
14.1 Ba.l@Wa Penggugat dalam pemeriksaan telapVQNmengakui
;pgfbuatannya dalam hal menyampaikan perm@a}aan dana oleh
Q/QV” tim yang mengaku dapat membantu pene (ra?éan CPNS kepada
< Sdri. Zulfa Elina sebesar Rp350.000.@,00. Pihak Sdri. Zulfa
Elina baru dapat menyanggupi\)@%esar Rp200.000.000,00
<X diangsur dan dana tersebut dianggap sebagai uang titipan,
kalau gagal dijanjikan uan%\i%rsebut akan dikembalikan secara
utuh, menerima uang/{gé%llui transfer ke rekening BCA nomor
@ 8905030988 atas \’/@13 yang bersangkutan secara berangsur \yy\
sejumlah tot%lg@pZO0.000.000,00, yang telah disetork?g@\
kepada tln%@?a, pernah melakukan perbuatan sejenis tQQg%alt

<Y Hal. 48 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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AN . terima s .
v penerimaan CPNS, ada yang dlterlm§, ebagai CPNS (sudah
0@?‘ lama) ada juga yang tidak diterim%og% un lalu);

s 14.2 Bahwa terhadap fakta yang digjukan Penggugat berkenaan
\«?‘ dengan permasalahaan y@n’b sebenarnya terjadi antara Sdri.
\V\O LYZA ZASTAVARY /\@Qcasu Penggugat dengan Pelapor

?ﬁ merupakan ranah pgfdata dan bukan merupakan ranah pidana, v%

0\\/ tidak menggu@)\\f(an pertanggung jawaban perbuataQQ\\/
Q/é Penggugat (gﬁc?am ranah hukum administrasi, karenanlgélcﬁi
status Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yanqgfbvzjib menjunjung tinggi kewajibannya S@Eaimana
d'gadfﬁr didalam Peraturan Pemerintah Nomor g?ck'tahun 2021
@?entang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ??Y
e@CX.B Bahwa terhadap Penggugat sebenarny@éggetelah pemeriksaan
?12\?‘ dilakukan tanggal 15 Februari?&OZS, telah  diberikan
0% kesempatan untuk menyelesaikah(bpermasalahannya dengan
s Pelapor secara kekeluarga@ﬂS sampai dengan tanggal 28
diperjanjikan tidak %d‘a\ kejelasan dan tidak lanjut dari Sdri. é&\
LYZA ZASTAVAIWVIn casu Penggugat terhadap penyelesaiano\\,?“
OV

N
14.4 Bahwa te|¢|<é(dap pernyataan Penggugat berkenaan defgan

N . .
O Februari 2023, namun é@]yataannya hingga tanggal yang

permasalahan@?‘rsebut;

tidak Q§%h'lakukannya penyerahan salinan Bergg? Acara
P%@riksaan (BAP) dengan ini Tergugat Il samv@kan bahwa

le&enggugat tidak pernah meminta s%g? saat yang
cgv bersangkutan menandatangani walaupur&/@?éh diingatkan oleh

?,é(/ tim pemeriksa terkait hak Penggugat §;§uai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanga\n)gv‘ yang berlaku, serta
<X mendasarkan kepada GugatanxPenggugat baru saat ini secara
implisit dari Sdri. LYZA Z@S%AVARY in casu Penggugat ingin

mendapatkan Salinar)&é%rita Acara dan Tergugat Il tidak Q
@ keberatan untuk mt%,thberikan jika Penggugat meminta Salinan Vy\
N W
Berita Acara ter@ut; >
<l e <l
<& & &
R Q <

<Y Hal. 49 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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$145 Bahwa sebagai tambahan pertlmbargﬁn pada tahun 2017
oX Penggugat juga telah menerlm%c}lukuman Disiplin Tingkat

s Berat Berupa Penurunan Pa@‘kat Setingkat Lebih Rendah
Selama 3 (Tiga) Tahun b%gé\asarkan Surat Keputusan Menteri
\V\O Hukum dan Hak Asag}cﬂ/lanusm Nomor: M.HH-34.KP.06.03
?ﬁ Tahun 2017 Tentaeg\ Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa v%
0\\/ Penurunan Par\gk\at Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tlga‘%@\
Q/é Tahun karg((/né Sdri. LYZA ZASTAVARY in casu Penggg@at
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3
Ang@% ,5,7,14,17 dan Pasal 4 Angka 1,2,7, dan @eraturan
Ry‘jﬁerlntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang ng%lln Pegawai
QXQIegen Sipil; ??Y
15. e‘Eahwa Penggugat dalam gugatannya @mam I angka 4
\2\‘?‘ (vide: gugatan hal. 7) yang mana q?@&na disebutkan bahwa
0% “Keputusan Tergugat | dan Tergu at)efl sebagaimana Objek TII
As Perkara a quo kurang memem{m rasa keadilan karena hanya
> didasarkan pada sebuah Nota@?nas Tim Pemeriksa dari Inspektorat O
Jenderal....”, yang manag‘éregugat Il dapat tanggapi dengan bijak /\\%
bahwa Surat KeputusaQ,Wlenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rlo\\?
Nomor: M.HH—99.K6Y)7.03 Tahun 2022 tertanggal 3 Agustus 2&2;,’_7~
tentang Hukuma% Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhqﬁﬁan
Dengan Hogimat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagak Pegawai
Negeri E‘@?fa n LYZA ZASTAVARY in casu Penggug@?‘dlterbltkan
berdg&arkan prosedur yang sah berdasarkan perggu?an perundang-
%fangan yang berlaku dan hal ini dapat Ter at Il pertanggung
?ﬁjawabkan dengan fakta-fakta sebagalma@a telah diuraikan oleh
\)9?‘ Tergugat Il sebelumnya; \)@
<% 16. Bahwa lebih lanjut berkenaan dertyan permohonan Penggugat
berkenaan dengan Putusan Seéta K}Ierta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
meskipun ada upaya Kasas\eg?au Peninjauan Kembali, hendaknya
@ dikesampingkan karena @a prinsipnya permohonan Putusan Serta Vy\
Merta (Uitvoerbaar @\Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1%79
Q@
Q(\V Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 4/G/2023/P5§Y‘JN JKT.
*J:Y \k_?‘
f f
& &

HIR merupakan r@&ah hukum acara perdata.
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N4 . N .
V(l:ﬁmkan Eksepsi dan Jawaban yang dapatﬁrgugat Il sampaikan,

bagmg%\z\sebagaimana apa yang telah Tergugat Il sgg?paikan dalam Eksepsi dan
Jawaban, Tergugat |l tetap teguh dalam pendifiannya sebagaimana apa yang
\&?Eelah ditetapkan oleh Tergugat Il, untuk i{g((‘iyérgugat Il mohon Kepada Yang
\V\O Mulia Hakim Tinggi selaku Ketua Maje/l\i@q%akim yang memeriksa dan memutus
?‘% perkara a quo untuk dapat mem@értimbangkan dengan seadil-adilnya dan
0\\/ memberikan putusan sebagai ggﬁ?ﬁt:
> <" MENGADILI : S
© Dalam Eksepsi Q((/ Q((/
1. Menerima Ek Zi Tergugat |l terkait Gugatan Pengg@? Kabur
(Obscuur L»&%I). 5’?1{—
Dalam Poko@yerkara ??Y
1. Meq@%k Gugatan Penggugat untuk seluruhnyaéu(agu setidak-tidaknya
@Xnyatakan Gugatan Penggugat Tidak ?{a%pat Diterima  (Niet
O%Onvankelijkverklaard); 32
\s \o )
&?/?. Menyatakan bahwa Surat Keputusaogﬁenterl Hukum dan Hak Asasi
> Manusia Rl Nomor M.HH-99.K%@/.O3 Tahun 2022 tertanggal 3 O
Agustus 2022 tentang Hukufitan Disiplin Tingkat Berat Berupa /\\é

Pemberhentian Dengan I;{&Fmat Tidak Atas Permintaan Sendiri \\,?“

@?‘ Sebagai Pegawai Nege{a?‘SipiI a.n Lyza Zastavary adalah SAH $@Y
BENAR, serta harusqé"ﬂaksanakan oleh Penggugat; Q

3. Menghukum Pefiggugat membayar biaya yang ditimbulqli@'l pada

perkara ini. -¢-¥- %

Atau apabila \é@;nb Mulia Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis I—ta??m Pengadilan
Tinggi Ta%@?saha Negara Jakarta yang memeriksa da%@Vémutus perkara ini

berpen(y;x%at lain, mohon putusan yang seadil-adilnya @aequo et bono);
\)9?‘ Bahwa terhadap Jawaban Tergugat | d%mg\ﬂ'ergugat Il tersebut pihak
Aenggugat menyerahkan repliknya tanggal 28 Maret 2023, pada persidangan
\&?ianggal 28 Maret 2023, yang pada pokok@étetap pada dalil-dalil gugatannya.
terhadap replik dari Penggugat ter/s&ﬁﬁt, Kuasa Hukum Tergugat | dan
@ Tergugat Il menyerahkan duplikny@tanggal 4 April 2023, yang menyatakan

tetap pada dalil-dalil bantahanr{,@\/sebagaimana terlampir dalam Berita Aca@@\\/
& &
Q <
<Y Hal. 51 dari 68 hal. Put, No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
*J:Y \k_?‘
Ng
QR‘ QR‘
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& &
Per&da@n yang merupakan satu kesatuan yang t@ terpisahkan dengan
pu%@%n ini; 0%?12‘
s Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah
O\’&vmengajukan bukti-bukti tertulis pada per%i?déngan tanggal 4 Mei 2023, yang ¢
&\V\O semuanya telah dicocokkan dengar/L\\é-glinya/foto copynya dan telah pula /\\ee
?‘é bermaterai cukup sehingga dapat d@dikan sebagai alat bukti didalam perkara v%
?9\\/ ini yang diberi tanda P - 1 sam@\f\/dengan P - 10, sebagai berikut : ------------- ?Q »
Q/%O 1. P—-1 Surat Keputusan @é%a Badan Pertimbangan Aparatur Sipil ngé%
< Nomor:173/KPTS<;BPASN/2022 Tanggal 15 Desember 2022§~te%tang
Penguatan?@vputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi g{éénusia RI
Nomor:l\;{§7|H-99.KP.07.O3 Tahun 2022 (sesuai denganbﬁéli)
2.P-2 Sureﬂf&eputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Q&?usia Rl Nomor:
&%H—QQ.KP.O?.% Tahun 2022 Tanggal 3 éﬁt(fstus 2022, tentang
?gy“Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berup@emberhentian Dengan
\)% Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri @bagai Pegawai Negeri Sipil
&?,S?* (sesuai dengan asli) &?,S?‘
& 3.P-3 Surat Keterangan Nomor: W.1PAS.PAS.2- KP.01.01-2108 Tgl.07 &
é&\ September 2022 Ka. Lapagﬁ‘elas 1 Cirebon tentang Pemberhentian %/\\e
O\\? Pembayaran Gaji, Uan Makan, Tunjangan Kinerja dan Administrasi \\?
ecgv” kepegawaian di Lap@@%elas 1 Cirebon (sesuai dengan asli) (9?‘
& 4.P—4 Berita Acara MSmor: W.11.PAS.PAS.2-KP.07.03-2118 Tgt“ 08
September 2022 Ka.Lapas Kelas 1 Cirebon, tentang kata Cara
Penjatuhaly” hukuman Disiplin Dan Pemberhentian K@Qﬁa Tindak
Pidaan;esuai dengan asli) VSV
5.P-5 Wqﬁengakuan Kessanggupan Pembayaran Pelinasan Nomor: 08
?ﬁ\ahun 23/09/2023 Notaris Dina Hindrasari?ﬁmarhadi, SH, M.Kn.,
\)9?‘ tentang Pengakuan oleh Penggugat (se\%cbil dengan asli)
AP —6 Surat Pernyataan Bersama antara¥ sdriZULFA ELINA dengan
O\«?‘ PENGGUGAT Tanggal 14 Desgm&t?ér 2022, tentang Penyelesaian ¢
&\é(a Sengketa Melalui Musyawarg&sg?ufakat (copy dari copy) &\V\O
@ 7. P — 7 Surat pengakuan Hutang @eh PENGGUGAT Tanggal 14 Desember Vy\
?9\\/ 2022, tentang Penga‘@\zn Hutang terhadap Sdri. ZULFA ELIN%Q\\/
%O (sesuai dengan as@ée %O
® Q ®
Q(\V Hal. 52 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
s \k_?‘
ol ol
& &
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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8. P-— 8?§urat Pelunasan Uang Titipan Oleh PE@GUGAT tanggal 19
0@?‘ Desember 2022 tentang Pelunasan gg?ﬁg Titipan Kepada Sdri.
?,S?* ZULFA ELINA ('sesuai dengan asli) <%
9. p_g Laporan Polisi Oleh sdri. ZULFAQET:YNA Tanggal 26 Desember 2022
\V\O Tehadap PENGGUGAT Sang\lé%n Pasal 378 jo. 372 (sesuai dengan
?ﬁ asli) ?‘é
N% - .
QO 10. P —10 Pencabutan Laporan \ﬁ3| Oleh sdri. ZULFA ELINA Tanggal 1
Q/é Desember 2022 T@P%dap PENGGUGAT Sangkaan Pasal 378 jo(<§$’2
(sesuai dengan asli) <

\4

11. P -11 Peraturan @neri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun Zgz_{bvtentang
Tata CajﬁL—Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pembeﬂgﬁe‘%tian Karena
Tin@é‘yPidana Bagi Pegawai Dilingkungan Keme@e?fian Hukum dan
HA &

vQYBerita Acara No.w.11.PAS.PAS.Z-KP.O?@%MS unuk memenuhi

3? Ketentuan Padsal 31 (Copy dari Copy) N

&!z/?. P —12 Percakapn WhatsApp Antara LYZ&&ASTAVARY (Penggugat) No.
o HP/WA: 081288567939 O@engan GINI NOVITASARI OC
(Ka.Sub.Bag.Kepegawaiane'&\apas Kelas | Cirebon) No. HP/WA /\\é
082119627000 tentang SBrah Terima BAP An. LYZA ZASTAVARY %
@?‘ dan Tanda tangan Te@%sa Terima BAP (Copy dari Copy) (9?‘
Bahwa untuk mengﬁétkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat tzf(?lah
mengajukan bukti-buktiv-tertulis di Persidangan tanggal 26 April 2022 yang
semuanya telah \gﬁgacokan dengan aslinya/fotocopynya daq_?telah pula
bermeterai culégﬁsehingga dapat dijadikan sebagai alat bukg~ @Ealam perkara

ini yang dig/@ﬁ’tanda T — 1 sampai dengan T — 22 yang teggfﬁ’dari:

1.T- lv,éKeputusan Ketua Badan Pertimbangan vﬁparatur Sipil Negara
\)g?‘ Nomor 173/KPTS/BPASN/2022 tangga\l)@Desember 2022

<X Bukti T — 1 Penguatan keputusan kepuitusan dan hak asasi manusia

nomor M.HH-99.KP.07.03 tahur@ﬁ‘)?éz tentang penjatuhan hukuman

Q disiplin berupa pemberhentjg}scaengan hormat tidak atas permintaan Q

@ sendiri sebagai pegawa\iy&%geri sipil atas nama LYZA ZASTAFARY \yy\

N|P.1966080719910§gb01(Foto Copy Legalisir). §\

2. T—2 Keputusan Men@ﬁo Hukum dan Hak Asasi Manusia Re@ﬂ
Q <

<Y Hal. 53 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.

Q~
s s
S ¥
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?ﬁndonesia Nomor M-HH-99.KP.07.03 Tahlﬂz\r\?ﬁzz tanggal 3 Agustus
0@?‘ 2022. (Foto Copy Legalisir) oX
AvT—-3 Banding Administratif LYZA ZASTAFARY tanggal 23 September
O\«?‘ 2022 atas Keputusan Menter'ta\ﬁﬁkum dan Hak Asasi Manusia ¢
/\\e@ Nomor: M.HH-99.KP.07.03 I@Eﬁn 2022 Tanggal 3 Agustus 2022. /\@O
\\,?“% (Foto Copy Legalisir) ?‘é \Y%
?9 4. T—4 Surat Pengaduan ZU{,@X ELINA tanggal 31 Januari 2022 ?9\
QQ/%O (Foto Copy Lega@%’ Q((/ée
5. T-5 Surat Nomor W: 11-PW.02.02-1918 tangal 9 Februari 2022 tentang
Permoho@ Permintaan Pejabat/Pegawai sebagai timvg/p}gmeriksa
An. L@ZASTAVARY (Foto Copy Legalisir) 3?1{—
6.T-6 P entukan Tim Pemeriksa Nomor: W.ll—PW.@?-?ﬁZ-ZOG? tanggal
gdg Februari 2022 (Foto Copy Legalisir) g&o
7.T —v\a‘?‘ Surat Panggilan 1 terhadap LYZA Z@AVARY Nomor:W.11-
?‘0% KP.05.04-2105 tanggal 15 Februari 2082(0 (Foto Copy Legalisir)
&v/é. T-8 Berita Acara Pemeriksaan LYZ\k;S ZASTAFARY Nomor: W.11-
& PW.02.03-2136 tanggal 17 Fepfdari 2022 (Foto Copy Legalisir) &
%&\é 9. T—-9 Surat Panggilan terhadap Zuilfa Elina Nomor: W.11-KP.05.04-2112 ef\\e
O\\Y‘ tanggal 15 Februari 20&2?(Foto Copy Legalisir) O\\?
%@?‘ 10. T-10 Berita Acara Perr&'@?éan telah dilakukan Berita Acara Permint @Y
QQ’ Keterangan terkzgdap ZULFA ELINA (Foto Copy Legalisir) QQ/
11. T—-11 Laporan Ha§il Audit Khusus Nomor: ITJ.3.PW.03.02-520/11/2022
tanggal @%ebruari 2022 (Foto Copy Legalisir) {_&
12. T-12 Resqﬁ}g hasil pemeriksaan pengaduan dugaan?pgenipuan dan
<E/@Yfggalapan dalam penerimaan CPNS dilin @Yﬁgan kementerian
?,ehukum dan hak asasi manusi tahun 2021 to Copy Legalisir)
13. 3 3 Nota Dinas Nomor: ITJ.3.PW.O3.02—5% 2022 tanggal 23 Februari
<X 2022 (Foto Copy Legalisir) <X
O\&lvél T-14 Tindak lanjut Perkembanga&\&tlasil Audit Khusus Nomor: ¢
/\é’ |TJ.3.Pw.03.01-555/|||/202;\\e<?angga| 4 Maret 2022 (Foto Copy /\\e@
@ Legalisir ) v% Vy\
0?9\\/ 15. T—15 Usul Penjatuhan Hé@%an Disiplin Berat An. LIZA ZASTAFARC\;VQ\\/
Q@% Kepala Bidang g@atan Kerja pada LAPAS Kelas | Cirebon NQC@\\?)I’.

<Y Hal. 54 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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+>W.11-KP.07.03-2443 tanggal 2 Maret 2022 (Eoto Copy Legalisir)

16.3 6 Keputusan Menteri Hukum Dan H%ko sasi Manusia Republik
s Indonesia Nomor:l M.HH-34.KP.06.98 Tahun 2017 tanggal 5 April

O\«?‘ 2017 (Foto Copy Legalisir) O\,\?* ¢
&\V\O 17. T—-17 Keputusan Kepala Kant/c\\l\QO\Nilayah Departemen Kehakiman /\\ee
\ Sulawesi Utara Nomor: W14.71-KP.04.02 Tahun 1993, SK CPNS &
Y Y
v0\\’ An. LIZA ZASTAFARQQ?foto copy Legalisir) vQ\\“
Q/%O 18. T—18 Permohonan tar}gb%pan dan bahan atas banding administ@t\clge
< hukuman dis%pliﬁ yang diajukan oleh saudara LYZA ZAS‘I@IQARY,
Nip.1966@71991032001 Pegawai pada Kanwil @enterian
Hukung?lﬁan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomos?*lSZ/BPASN/
8/3952 (Foto Copy Legalisir) ??Y
19. T—lggéarat tanda Terima Laporan Polisi Nomo@chTLP/B/456/I/2022/
VQ\V SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 26 @%ari 2022 (Fotocopy)
20.?1:0@ 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
&?'S Birokrasi Nomor: 24 Tahun ZOJQS:Stentang Kebijakan Tambahan
OO\ Alokasi Formasi dan Pengada@ﬁ?\Cann PNS Tahun 2013 (Copy dari &
%&\é Peraturan) QD %/\\e
O\\Y‘ 21.T-21 Putusan Pengadilan '@Yggi Tata Usaha Negara jakarta Nomor: \\?
%@?‘ 8/G/2022/PT.TUN. tanggal 24 Mei 2022 perkara gugatan ant
QQ/ Tony Wijaya,S}QQ(PNS Kejaksaan Agung) melawan Ketua Q&dan
Pertimbangak~ASN (Copy Salinan Putusan) R
30. T-22 Putusam}“ engadilan Tinggi Tata Usaha Ne Jakarta
Nor&@kleG/ZOZZlPT.TUN.JKT tanggal 1 Desember 2022 perkara
gatan antara Muhamad Ali Misabahudin {PNS Kementerian
?,éAgama) melawan Ketua Badan Pertim&@an ASN (Copy dari
\)9?‘ Putusan) \)gv‘
?,SV* Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil <Jawabannya pihak Tergugat I
O\& telah mengajukan bukti-bukti tertulis di P%sﬁgz;mgan tanggal 4 Mei 2023 yang ¢
&\é(a semuanya telah dicocokan dengar,{\e&%ﬁnya/fotocopynya dan telah pula &\V\O
@ bermeterai cukup sehingga dapat d{;@iikan sebagai alat bukti didalam perkara Vy\
?9 ini yang diberi tanda TI — 1 samg’@ dengan Tl — 18 yang terdiri dari: §
Q/ée 1. T -1 Surat Keputusar@ﬁcegnteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Re;@%@
R < <
Q(\V Hal. 55 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
*J:Y \k_?‘
?“Sv ?“sv
& &
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?\éﬁdonesia Nomor: M.HH-99.KP.07.03 Ta %2022 tertanggal 3
0@?‘ Agustus 2022 tentang Hukukman Disa'@m Tingkat Berat Berupa
<% Pemberhentian Dengan Hormat TKilak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil a&»{f&A ZASTAVARY (Copy dari Asli)
/\\e@ 2.TIl—2 Surat Sdri ZULFA ELL\@@ tanggal 3 Januari 2022 hal /\@O
?ﬁ pengaduanyang ditujuka@g\Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian v%
0\\/ Hukum dan HAM RI ?@%py dari Copy) ?9\\/
Q,% 3. Tll -3 Surat Kepala K@g‘t%r Wilayah Kementerian Hukum dan HAQIB\Q;‘Ql
Jawa Barat Nomor: W.11-PW.02.02-1918 tanggal 9 Februari 2022
hal permc&fsﬁ%n permintaan pejabat/pegawai sebagai tir@gmeriksa
an. LIZ}QJ‘—ZASTAVARY (Copy dari Asli) 3?1{—
4. Tll-4 SU\@Y Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.PW.OZ@&?@Q tanggal 14
géébruari 2022 hal penyampaian Namagﬁ&fditor sebagai Tim
?12\?‘ Pemeriksa an. LYZA dst ( Copy dari Asli{;gy
5'?55% —5 Surat Kepala Kantor Wilayah Kementé(ﬁan Hukum dan Hak Asasi
&?'S Manusia Jawa Barat Nomor: )Q??ﬁl—PW.OZ.OZ.ZOG? tanggal 15
> Februari 2022 hal pembentuka@th Pemeriksa ( Copy dari Asli)
6. TIl—6 Surat Panggilan | Sdri. LYZA ZASTAVARY Nomor: W.11-KP.05.04- A
2105 tanggal 15 Februa{d?2022 (Copy dari Copy Legalisir) O\\?
@?‘ 7. Tl -7 Berita Acara Pemegiksaan Sdri. LYZA ZASTAVARY Nomor: W
PW.02.03-2136¢gﬁggal 17 Februari 2022 (Copy dari Copy) QQ/
8. Tll -8 Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap Pelapor Sd{k-ZULFA
ELINA \H?gﬁhal Dugaan Penipuan dan Penggel@an dalam
Per%gﬂ??{aan CPNS dilingkungan Kementerian Elyﬁlm dan HAM
Q‘ga?iun 2021 yang dilakukan oleh Sdri. LYZA AVARY Tanggal
?,$16 Februari 2022 (Copy dari Copy Legalisir v,é
9.3@?l9 Surat Kepala Kantor Wilayah Kemer:)@‘an Hukum dan HAM RI
<X Jawa Barat Nomor: W.11-KP.07.03-2443 tanggal 2 Maret 2022 Hal
¥ Usul Penjatuhan Hukuman Di%.i;q'hn Berat an. LYZA ZASTAVARY
&\é(a Kepala Bidang Kegiatan Ke/r&j@x%ada LAPAS Kelas | Cirebon Q
@ (Copy dari Asli) = VV\

v

%
10.TIl -10 Nota Dinas Inspektur?@mayah Il Kepada Inspektur Jenderal Nomorgyg)\

&S ITJ.3.PWO3.02-5@§ﬁ/2022 tanggal 23 Februari 2022 Hal Lagghen
< < <

<Y Hal. 56 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.

Q~
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S ¥
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R . X
v asil Audit Khusus terkait Dugaan Penlgﬁm dan Penggelapan

0@?‘ dalam Penerimaan CPNS di Lingkun%aﬁ‘ ementerian Hukum dan
<% HAM Tahun 2021 yang dilakukangfeh Sdri. LYZA ZASTAVARY,

\«?‘ Kepala Bidang Kegiatan Kerj&(})vada Lembaga Pemasyarakatan

&\V\O Kelas | Cirebon (Copy dari ,/A\Q\bsg
?ﬁ 11.Tll-11 Nota Dinas Inspektur Wi@ah Il Kepada Inspektur Jenderal Nomor: N
v |TJ.3.PW.03.01-555/Q@\622 tanggal 4 Maret 2022 hal Tindak Lanju@\\’
Q/é Perkembangan I@‘gl Audit Khusus terkait Dugaan Penipuan@"ggn
Penggelapan dﬁam Penerimaan CPNS diLingkungan Kementerian
Hukum I@é HAM Tahun 2021 yang dilakukan olelq?g\édri.LYZA
ZAST@%RY, Kepala Bidang Kegiatan Kerja ]Gs&fjd‘a Lembaga
P syarakatan Kelas | Cirebon (Copy dari As@?Y
12.TII—1{§{S%ta Dinas Inspektur Jenderal kepada MenteffHukum dan HAM RI

VQ\V Nomor: ITJ.PW.04.02.02-05 tanggal 23 N@%t 2022 hal Permohonan
@
N

©
N

persetujuan Hukuman Disiplin Bet‘gf terkait Penipuan dan
s Penggelapan dalam Penerimaan&@/i\-’NS dilingkungan Kementerian
> Hukum Dan HAM Tahun 20(?§P\yang dilakukan oleh Sdri, LYZA
ZASTAVARY, Kepala Bidang Kegiatan kerja pada Lembaga A
Pemasyarakatan kelas{\,&‘lrebon (Copy dari Asli) \\?
@?‘ 13.TII-13 Nota Dinas Inspe t@?”\]enderal Kepada Sekretaris Jenderal No @Y‘
ITJ.KP.07.03.115KJ-56 tanggal 28 April 2022 hal Ri6Ses
Penjatuhanc YHukuman Disiplin  Berat terkait Penipyan dan
Penggel@h‘an dalam Penerimaan CPNS diLingkungar@ZEmenterian
HUI&I@} dan HAM Tahun 2021 yang dilakukanqylgm~ Sdri. LYZA
@%TAVARY, Kepala Bidang Kegiatan k%(]ﬁ’ pada Lembaga
?,éPemasyarakatan Kelas | Cirebon (Copy dari@li)
14&#14 Berita Acara Serah terima Nomor:W.51:}’AS.PAS.2—KP.O7.03—2118
<X terkait dengan Serah Terima Surat«eputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik I&s(éﬁesia Nomor: M.HH-99.KP.07.03
Q Tahun 2022 tanggal 3 Agus,t&lg(%OZZ (Objek Perkara a quo)
@ (Copy dari Copy) | \y% . | \\yy\
15.Tll-15 Peraturan Menteri HL{?@% dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahu@
2019 tentang @% Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin @Fggn
Q R
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putusan. mahk%@ghagung go.id ?9
0

éPemberhentlan Karena Tindak Pidana Ba%\@gawal Di Lingkungan

0@?‘ Kementerian Hukum dan Hak Asasi M%zn,%la (copy dari PERMEN)
A®.Tll-16 Surat Pernyataan Pengembalian Uarg Titip yang di buat dan ditanda

tangan diatas Materai oIehO ri.Lyza Zastavary tanggal 18 ¢

&\V\O desember 2021 (Copy dari (‘\Q%/) /\\ee

17.TII-17 Surat Tanda Terima ?&\aporan Polisi Nomor: STTLP/B/456/1/ v%
2022/SPKT/POLDA I@E\YRO JAYA Tanggal 26 Januari 2022 ?9

Q/é (Copy dari Copy)(o% Q/é

18.TIl-18 Foto Dokumer$a3| Pemeriksaan Sdri. Lyza Zastavary in casu
Penggug%{z(&(:opy dari Cetakan Foto) <2'/~\v

Memmbaﬁ bahwa Para Pihak tidak mengajukan)?%’akg dalam
pemeriksaanvﬁgrkara ini yang keseluruhannya sebagalma@ terlampir dalam
Berita Ac@(a Persidangan; go

%Y\?Ienlmbang, bahwa Para Pihak mengajuka@?ésmpulan pada tanggal
30\h?e| 2023, yang keseluruhannya sebagalmana&%rlamplr dalam Berita Acara

?/G}’er5|dangan &v

OO\ Menimbang,bahwa Segala sesuéa dalam Berita Acara Persidangan O
&\é telah termuat dan merupakan satu ke%thuan dalam putusan ini; %/\\e
Menimbang, bahwa P%Q? akhirnya para pihak mohon putusano\\,v

X~ e
éCa éCa
< <
TENTXNG PERTIMBANGAN HUKUM Q

@?‘ pengadilan.

Menimban <?mhwa maksud dan tujuan gugatan Pengi\;@atvadalah
sebagaimana terg ut dalam duduknya sengketa tersebut di ataQ’
Menug?oang, bahwa yang menjadi objek sengketa?grang dimohonkan
batal atat{&dak sah dan dimohon untuk dicabut adalah: §<f
1. KE‘{RUTUSAN TERGUGAT | (KETUA BébAN PERTIMBANGAN
)QPARATUR SIPIL NEGARA), Nomor : 173/}$P3|98/BPASN/2022 Tanggal 15
«?‘ Desember 2022 Tentang Penguatan Kep\&tusan Menteri Hukum Dan Hak
& Asasi Manusia RI. Nomor : M.HHeS9.KP.07.03 TAHUN 2022 Tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Be@ﬁa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak v\
N

¢
v\@

Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama LYZA 3\

Q
%Ov ZASTAVARY NIP. 196608&73991032001 (vide bukti P.1 = T.1); éov
& &

<Y Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 4/G/2023/P5§Y‘JN JKT.
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& &
2. KEPQﬁJSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS{%ﬁANUSIA RI. Nomor :
5&}[ —99.KP.07.03 TAHUN 2022 Tanggal \)@V“Agustus 2022 Tentang
«YHukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa R&mberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Seba%[&gegawai Negeri Sipil An. LYZA ¢
& ZASTAVARY (vide bukti P.2=T.2=; TH). /\é’
?‘é Menimbang, bahwa terhad@gugatan yang diajukan Penggugat pada v%
0\\/ tanggal 30 Agustus 2021 telah?@\fawab oleh Tergugat | maupun Tergugat I{Q\\/
Q/é dengan Jawaban masing-m@;frcr]?g tertanggal 21 Maret 2023; Q/%O
Menimbang, bagwa atas Jawaban Tergugat | tersebut Pengguga&elah
mengajukan Replik @%gal 28 Maret 2023 dan telah ditanggapi o@r&Tergugat
| dan Tergugat Igﬁ%ngan Duplik masing-masing tertanggal 4 @b*ﬂ 2023 yang
pada pokoknﬁ%enyatakan tetap pada dalil masing—masingigY
©) O . .
I\@mmbang, bahwa terhadap gugatan Pengguq&, selain mengajukan
Jawagaz tertanggal 4 April 2023 dalam pokok kara, Tergugat Il juga
meh%ajukan eksepsi, oleh karena itu v\%belum memeriksa dan
&?/ﬁwempertimbangkan pokok perkara, Maje){s;S Hakim terlebih dahulu akan
OO\ mempertimbangkan eksepsi Tergugat se@é@ai berikut:
QA QD A

DALAM EKSEPSI
B = 5

. N\ . i \%
Menimbang, bahwa Tes\&lgat Il mengajukan eksepsi tentang gugata@n;@
<<§ kabur/tidak jelas (obscuur k@l) pada pokoknya menyatakan bahwa gug@)%n

Penggugat mencampl{;adukkan antara Keputusan Tergugat | vdengan
Keputusan KEPUTL@&N MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI M@USIA RI.
Nomor: M.HH—93$P.O7.03 TAHUN 2022 Tanggal 3 Agustus~2022 Tentang
Hukuman Di#lvnln Tingkat Berat Berupa Pemberhentian ngﬁgh Hormat Tidak
Atas Per@ntaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil\ﬁ%ls nama Penggugat
sert%\;ih%k sinkron antara posita dengan petitum; v‘?‘v
&?}) Menimbang, bahwa untuk menilai apal@ﬁ suatu gugatan kabur/tidak
«Yjelas (obscuur libel), Majelis Hakim akan m@mpedomani syarat-syarat suatu
N\
gugatan diajukan ke Pengadilan Tata U @ﬁ%\ Negara sebagaimana telah diatur
é&\ dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta@ﬁh 1986 Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang A
¥ selengkapnya berbunyi sebagai @cﬁiut:
C9v (1) Gugatan harus memuat: Ov C9v
3 > S
<
Q(\V Hal. 59 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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&

a.\;ﬁma, kewarganegaraan, tempat tinggal d\g\eﬁaekerjaan penggugat,

0@?‘ atau kuasanya; O@V“

<Y b. nama, jabatan dan tempat kedududakan¥tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang dimint@[ﬁ?tuk diputuskan oleh Pengadilan;

\V\O (2) Apabila gugatan dibuat dan /\\Q@mdatangani oleh seorang kuasa /\\ee

D

?\
Menimbang, bahwa \,@\t\élah Majelis Hakim meneliti gugataq?Q\\/

?‘é penggugat maka gugatan haru\@jisertai surat kuasa yang sah.
0\\/

S p G . . <)
& enggugat, surat gugatan @nggugat telah memuat identitas Penggugatéﬁn
Tergugat, dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputus "oleh
Pengadilan dan dita\;&tangani oleh kuasa hukumnya serta telah @ disertai
dengan surat ku@s\g yang sah. Oleh karena surat gugatan Pg%gugat telah
memenuhi S@ﬁ?l:la persyaratan yang diharuskan oleh und@%-undang maka
eksepsi ge%ugat tentang gugatan kabur/tidak jelasﬁscuur libel) harus

dinya\%?i?én ditolak; VQ?
\)% Menimbang, bahwa oleh karena ekseps’r\‘ﬂe’ergugat dinyatakan ditolak,
&?/ﬁwaka selanjutnya Majelis Hakim memp,@ﬁ?{bangkan pokok perkaranya

OO\ sebagaimana diuraikan dibawah ini; %OO\ eOC
&\ &\ &\
vg DALAM POKOK PERKARA VY\

Menimbang, bahwa ur‘@\k menguatkan dalil gugatannya Penggugg@\\/
<<§ telah mengajukan alat buk@%urat yang telah diperiksa di muka persida@\om
dengan disaksikan oIehvkedua belah pihak, bukti-bukti tersebut telah p%[a diberi
meterai secukupnya@%n telah dicocokkan dengan asli atau fotok@wya yang
ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-12; 3?\&_
MeniQ?D?z;ng, bahwa untuk menguatkan dalil Qﬁﬁtahan ataupun
Jawaban@g, Tergugat | telah mengajukan alat bukti su.g&(i/ang telah diperiksa
di %@persidangan dengan disaksikan oleh kedk;é‘vbelah pihak, bukti-bukti
,t&’s\ébut telah pula diberi meterai secukupnya i@)elah dicocokkan dengan asli
«Yatau fotokopinya yang ditandai dengan bukti 4¥1 sampai dengan bukti T-22;
o Menimbang, bahwa untuk @@uatkan dalil bantahan ataupun @(
é&\ Jawabannya, Tergugat Il telah men@@(an alat bukti surat yang telah diperiksa v\’\\
N

di muka persidangan dengan djsaksikan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti \\,V

Y
eov tersebut telah pula diberi met@@ﬁsecukupnya dan telah dicocokkan dengan@?

atau fotokopinya yang ditaﬂgéi dengan bukti T.ll-1 sampai dengan bukti TQTQ’18;

Q(\V Hal. 60 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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@%{Fﬂmbang, bahwa para pihak dalam perk Qi/ni tidak mengajukan
sal\gs'byéaksi untuk didengar keterangannya dipersi%aﬁgan.
s Menimbang, bahwa sebelum mempertig¥bangkan lebih lanjut mengenai
\&?E)okok sengketa, Majelis Hakim terlebitb\’&ahulu akan mempertimbangkan
\V\O tentang kewenangan Pengadilan Ting\ngata Usaha Negara Jakarta dalam \ee

. \ . A
memeriksa, memutus, dan menyel@alkan sengketa a quo, dan kepentingan v%

Penggugat mengajukan gugatagp\\/ ?9\\/

Q/é Menimbang, bahwng%rdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Un@%
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negar@ﬁ)ertugas dan berwenang memeriksa, me@ﬁﬁjs, dan
menyelesaikan di)%gkat pertama sengketa Tata Usaha Negar@?\éebagaimana
dimaksud da@XPasal 48. ??Y

O .
%{anjutnya dalam Pasal 48 mengatur sebagai l@ﬂcﬁut:
%?12\?‘ (1) Dalam hal suatu Badan atau pejabai{ata usaha negara diberi
O

A undangan untuk menyelesajga/h secara administratif sengketa

wewenang oleh atau berdasat)(?an peraturan perundang-

> tata usaha negara terten{§?\ maka sengketa tata usaha negara
tersebut harus disel§§élkan melalui upaya administratif yang A
tersedia. \\Y O\\?
@?‘ (2) Pengadilan gg?u berwenang memeriksa, memutus, gqﬁ‘
menyelesa’gﬁ‘én sengketa tata usaha negara sebagatszana
dimaks(d dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bergangkutan telah digunakan. {_&
Menin%@a}%, bahwa lebih lanjut pada bagian Pe%@QZan Pasal 48
Undang-UQn@\g Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan ba@/@ﬁ’keputusan Badan
Pertimb@ﬁgan Kepegawaian (sekarang Badan Pertigﬂ}angan Aparatur Sipil
Ne\g@?&) merupakan salah satu keputusan bandin%@Yiministratif;
<X Menimbang, bahwa berdasarkan Petdturan Pemerintah Nomor 79
\&VTahun 2021 tentang Upaya Administratif @'g{ Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil Negara, Pasal 10 Pegawai ASN/&ggat mengajukan Banding Administratif
@ atas Keputusan PPK yang berupa:\/ v%
a. pemberhentian sebagai PNS'?@n

b. pemutusan hubungan pe@)%ian kerja sebagai PPPK. S
Q <

Q(\V Hal. 61 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
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N4 . N N2
Berdas@%an Pasal 11 (1) Banding Administratif seba Tﬁ]ana dimaksud dalam
Pa 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan
Aan/atau bukti sanggahan serta Pasal 18 Dalafi hal Pegawai ASN tidak puas
\&?ierhadap keputusan BPASN, Pegawai A apat mengajukan upaya hukum
\V\O kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha&@@ara.;

?‘é Menimbang, bahwa berd@s\arkan rangkaian peraturan perundang-
%
Q

©
D
A
D

N undangan tersebut di atas dir@\u\/ngkan dengan fakta-fakta di persidangar\?Q\\y

((/%O Majelis Hakim menemukan @k?a-fakta hukum sebagai berikut: Q/%O

- Bahwa benar yang m?qnjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. KEPUTUSAN ?{ZﬁERGUGAT | (KETUA BADAN PERT‘@%ANGAN
APARATU%%PIL NEGARA), Nomor : 173/KPTS/BPASI\§§522 Tanggal
15 Des@\%er 2022 Tentang Penguatan Keputusan I\@’Xeri Hukum Dan
Halgﬁiggasi Manusia Rl. Nomor: M.HH—99.KP.07.0§?XHUN 2022 Tentang
g&%jatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembgil?éntian Dengan Hormat

\)%Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai P%gé?vai Negeri Sipil Atas Nama
<X LYZA ZASTAVARY NIP. 196608071991\@2001 (vide bukti P.1 =T.1);

) 2. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM Dé@Q\HAK ASASI MANUSIA RI. Nomor: &

M.HH-99.KP.07.03 TAHUN 2g2\2 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang %/\\e
Hukuman Disiplin Tingkat t Berupa Pemberhentian Dengan Hormato\\y
0?“ Tidak Atas Permintaanesghdiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. LY.

ZASTAVARY (vide bEBﬁ’l P2=T.2=T.ll.1, P,4). Q((’

- Bahwa benar sebélum objek sengketa diterbitkan oleh Tet§ugat |,
Penggugat dijavtyﬁ'l hukuman disiplin tingkat berat berupa pge@berhentian
dengan hogy\} tidak atas permintaan sendiri sebagai Pe%g\@ai Negeri Sipil
(PNS) %bﬁ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi%@. selaku Pejabat
Pemlgﬁa Kepegawaian dengan Surat Keputusan !\}ﬁteri Hukum dan Hak
é@%si Manusia R.l. Nomor : M.HH-99.KP.07.83?TAHUN 2022 Tanggal 3

«¥Agustus 2022 (vide bukti P-2 = T-2 = T.I.1, R¥);

o - Bahwa benar setelah Penggugat dija@{*ﬁ hukuman disiplin oleh Pejabat ¢
O
D

o\ &\
?ﬁ mengajukan banding administra,{ﬁ*ke Badan Pertimbangan Kepegawaian/ VY\
M %
Tergugat | pada tanggal 23 ngéb\tember 2022; O§\
S S
® &

<Y Hal. 62 dari 68 hal. Put. No.4/G/2023/P5§Y‘JN.JKT.
\L_Y“ \k_?‘
Na

Pembina Kepegawaian tanggal 8 /gé%ﬁember 2022, Penggugat kemudian
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&
- Bahvgl%benar terhadap banding administratif da@?ﬁenggugat kemudian
3@?gugat | menerbitkan surat keputusan obngVSengketa (vide bukti P-1=
<Y T-1); <X

- Bahwa benar Penggugat mengajukan gjb%tan ke Pengadilan Tinggi Tata ¢

©
N
- Bahwa benar dengan terbitnyavshrat keputusan objek sengketa tersebut v%

% %
menimbulkan akibat hukum,tﬁa\(ni PENGGUGAT telah nyata-nyata dicabu@\
Q/é status, kedudukan, harkaicdan martabatnya sebagai Pegawai Negeri @&gﬁ

\V\O Usaha Negara Jakarta pada tangga/l\\%(ﬁebruari 2023,;

(PNS) Pejabat Eselon I<ﬁb dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas |
Cirebon; Q:&v Q’.&v
e Y
Menimbaﬁ bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hﬁm tersebut
maka dapat Vgi&mpulkan bahwa sengketa ini adalah seng@?a kepegawaian
dimana ge(ﬁggugat telah dijatuhi hukuman disiplin gﬂ%kat berat berupa
pemt@&ﬁentian dengan hormat tidak atas permintae@@endiri sebagai pegawai
neg{?ri sipil sebagaimana jenis hukuman yang diat»D(?daIam Pasal 3 huruf d dan
&?/G}’asal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nom;{r\;b4 Tahun 2021 tentang Disiplin
OO\ Pegawai Negeri Sipil, oleh Menteri Hukléf%an Hak Asasi Manusia Republik O
QA Indonesia selaku Pejabat Pemgﬁq\a Kepegawaian yang berwenang /\\é
sebagaimana diatur dalam Pasal\g,% huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 \\?
Tahun 2021. Terhadap huk$®3‘n tersebut Penggugat juga telah melaku @?‘
upaya banding administrat&f%epada Tergugat sebagaimana diatur dalam Q%(sal
10 dan 11 ayat (1) Reraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Ytentang
Upaya Administrauﬂ)an Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Ne@%. Setelah
Penggugat me\ngr}ma objek sengketa, dalam tenggang w?;ktu 90 hari
mengajuk@(/@%ugatan terhadap Tergugat yang berkedu&;&’an di Jakarta ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; v,é
o Menimbang, bahwa berdasarkan pertimba hukum tersebut di atas
qYaka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negafa Jakarta berwenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikané'éwgketa a quo sebagai pengadilan

Y

tingkat pertama; &\e &\v\

S Menimbang, bahwa selan{l;ﬁnya Majelis Hakim akan menguji dan &
4 N 5
. N , ; ; S\
mempertimbangkan prosedur déh substantif penerbitan dari Surat Keputusa@
Tergugat | dan Tergugat((/ﬁetersebut, apakah tindakan Tergugat | @%
< <
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N £l N .
menguagﬁan penjatuhan hukuman disiplin berat berupe,ﬁemberhentlan dengan
hoga:ﬁt tidak atas permintaan sendiri sebagai pegg%ai negeri sipil yang telah
Aijatuhkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-Manusia Republik Indonesia

\&vselaku Pejabat Pembina Kepegawaian ctgq'étpun tindakanTergugat Il yang
\V\O menjatuhkan hukuman disiplin berat/\@?upa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebag,a‘? pegawai negeri sipil an.Penggugat telah v%
sesuai dengan peraturan perue@é\ﬁg—undangan yang berlaku dan/atau asas%O\\/
S asas umum pemerintahan y@&% baik; %O
% &
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak
dipersidangan dihu%@bvkan dengan rangkaian peraturan perundar@g{hndangan
yang berkaitan, I\«gﬁ}-elis Hakim menemukan fakta-fakta hukum seﬁg'gai berikut:
Bahwa be@YPenggugat dilaporkan terkait adanya peniRQa?ﬁ dengan iming-
iming/jgn%dapat memasukan seseorang menjadi peg@@% (vide bukti P.9, T-
4 3@%.2, T.19); VQ?
- B?hwa benar, berdasarkan Surat Laporanbl%’engaduan tersebut telah
&?'S dibentuk Tim Pemeriksa untuk dilakukaqvéemeriksaan/klarifikasi terhadap
O penggugat (vide Pasal T.5 = T.II.3, T.6.471 115, T.I1.4) &
Bahwa benar, telah dilakukan penéaﬁq\ggilan terhadap Penggugat/pelapor dan %/\\e
terlapor untuk dilakukan pen{eﬁksaan yang hasilnya dituangkan dalam \\?
Berita Acara Pemeriksaan @&ta ditandatangani oleh Penggugat (vide b
T.7=T.I.6, T.8 = T.IL.7,4%0, T.10 = T.11.8); &
Bahwa benar berdagarkan Resume hasil pemeriksaan pengaduakrdugaan
penipuan dan @%nggelapan dalam penerimaan CPNS ingkungan
kementerianvhhkum dan hak asasi manusia tahun 2021 b@ﬁ\Na Penggugat
mengal ixtelah beberapa kali melakukan perbuata%(y% (vide bukti T.11
:T&@\, T.12); Qyé
yiwa benar berdasarkan Nota Dinas Ing;%ktur Wilayah 11 Nomor:
<¥1TJ.3.PW.03.01-555/111/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Tindak lanjut
o Perkembangan Hasil Audit Khusu%ﬁ;kait dugaan penipuan dan
penggelapan dalam penerimaan C}\l‘@% dilingkungan Kementerian Hukum
§ dan Hak Asasi Manusia tahun 28@ yang dilakukan oleh Sdri. Liza Zastavary

\4

N
Kepala Bidang Kegiatan Ié@i?a pada Lembaga Pemasyarakatan keIasOv{Q

Cirebon dan setelah di%&ﬁ;batas waktu untuk mengembalikan uang 5’@%
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pen\?&ﬁaan CPNS tapi Penggugat tidak juga mq@ﬁemballkan sehinggga
S@Yfggugat sangat layak dijatuhi Hukuman %sﬁ;{i\n Tingkat Berat berupa
?/SV‘Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas” Permintaan Sendiri Sebagai
N PNS(vide bukti T.13, T.14 = T.II.11, T.II@Z/%;
& | | e | | &
&\v\ Atas uraian tersebut di atas hasil pe{qérlksaan yang telah dilakukan oleh Tim /\\%
@ Pemeriksa sudah cukup membutﬁkan bahwa Penggugat benar melakukan @
N\ \4 \4
0?9 pelanggaran disiplin sesuaiéé%al 3 huruf e dan f serta Pasal 5 huruf a, b,@}o
‘f k, dan I; Q‘f Q‘f
Menimbang, Qg.hwa berdasarkan rangkaian peraturan perindang-
A
undangan tersebu@& atas dihubungkan dalil Penggugat dan I@gé—fakta di
persidangan, beﬂ%vaari segi pemanggilan, pemeriksaan, penja‘;@}%n hukuman,
serta peny@?ﬁ&ian keputusan hukuman disiplin, Majelis I—@‘hm menilai bahwa

tidak g&ﬁ)rosedur maupun substansi yang dilangga\lgyﬁlama proses tersebut
bega)an; 0@?*
<X Menimbang, bahwa dalil Penggugat<yang mendalilkan bahwa Tim
\&vPemeriksa dari Inspektorat Jenderal Ked;n'énterian Hukum dan Hak Asasi
\ee Manusia RI. sejak selesai melakukz@%emeriksaan kepada PENGGUGAT
@ sampai terbitnya Surat Keputusz@% TERGUGAT Il bahkan sampai saat @
sekarang ini Tidak Pernah m@@%eri atau menyampaikan BERITA ACAR/QS)\\/
S PEMERIKSAAN (BAP) ke%@?? PENGGUGAT sesuai perintah Undang—U%@gyg
dan Penggugat tidak m,&Lihat Tim Pemeriksa bertandatangan; A
Menimbangy@"ahwa Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerin@?\lomor 94
Tahun 2021 Tgﬁi%ng Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatgkgf\: PNS yang
diperiksa b@ﬁ%\k mendapat salinan Berita Acara Pemer%ﬁ%an sebagaimana
dimaks$d\§f<)/ada ayat (1). Menurut kamus Besar bahas%ﬁ%onesia kata “berhak”
me\)@\ﬁ\qdung arti sesuatu yang bisa kita dag%&n/atau kita miliki, dan
Jpenggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri artinya jika kita
C9\"?~menghendaki kita dapat memperolehnya @%a kita telah diberikan hak, dan
sebaliknya jika kita tidak menghendij\ghcﬁwaka tidak ada paksaan untuk kita
?‘é mendapatkannya sehingga Tim gémeriksa tidak Wajib/harus memberikan ??\
berita acara pemeriksaan te@gﬁut kepada Penggugat, namun apabil@i)\\/
ol ol
< <
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Penggugﬁ merasa perlu dapat memmta/memperole%lq,@ta acara pemeriksaan
dimaksud; X
nISa,Y‘u e

<% Menimbang, bahwa dalil Penggugat«@ang menyatakan Ketua Tim

?\
O& Pemeriksa tidak langsung menandatanga@\%erlta Acara pada saat itu adalah C
\V\O masalah yang bersifat admlnlstra,@ée saja tetapi tidak menghalangi/ /\\%O
S
\4
Ov pemeriksaan tersebut telah g%ngakw perbuatannya dan secara sad&nvo

0\\/@ menghilangkan tercapainya kea@ﬂ%\n subtantif yaitu Penggugat dalam
Q,% menandatangani berita acqé@ pemenksaan tersebut; QQ,Q
Menimbang, t,)ahwa berdasarkan Peraturan Menteri Penda}g@.gunaan

Aparatur Negara g_ﬁ Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun \2{_@2’4 tentang

Pedoman Pemgé?gunan Zona Integritas menuju Wilayah B‘g@é% dari Korupsi

dan Wllang?Bwokra& Bersih Melayani di Llngkungan@stana Pemerintah,

seharu%]% Penggugat sebagai Aparatur Sipil Nﬁg@ﬁ yang sudah terikat

sugug% /janji PNS dalam Penerimaan CPNSod;'b

Aokum dan HAM Tahun 2021 melaksanakaiv~ yaitu birokrasi yang bersih,

ingkungan Kementerian

akuntabel, dan berkinerja tinggi yang e{gﬁ% dan efisien yang mempunyai ¢

\ee pelayanan publik yang berkualitas, api melakukan perbuatan/tindakan

&\
@ menjadi perantara untuk menda@tkan keuntungan pribadi yang dapat @
A
mencemarkan instansi dan m§@ndahkan kewibawaan pemerintah sehmgg&
Q/% apabila melanggar sump%@%njl tersebut, tentu ada konsekwensi hukuman
yang harus dlterlmanya?sesual ketentuan peraturan perundang- undang,an yang

berlaku, tanpa mei_h;gf sudah berapa lama pengabdiannya sebag_@?‘PNS atau
g

?\

M@i%bang, bahwa berdasarkan pertimbangan,ftkum tersebut di

atas pit@gﬁsenggugat tidak berhasil membuktikan dalil—vgg?ll gugatannya bahwa
oby@(&sengketa yang dikeluarkan oleh pihak T,gféhgat | dan Tergugat Il

seberapa pentlr%gﬁY[Jgas dan jabatannya sebagai PNS;

Jengandung cacat prosedur dan substansi se,{la melanggar asas-asas umum
&vpemerlntahan yang baik, dengan demlkla%g‘ugatan pihak Penggugat haruslah

ditolak seluruhnya; \ee &\v\
?‘é Menimbang, bahwa oleh {g&rena gugatan ditolak seluruhnya maka §
Penggugat berada pada plhak?%ng kalah dan sesuai ketentuan Pasal llQ,S)
Undang-undang Nomor 5 T@hun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ne@}a
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Penggugﬁ dihukum untuk membayar biaya perka}?ﬁang jumlahnya akan

dit ian dalam amar putusan ini; X
Nj 3?

?1\?‘ Menimbang, bahwa dalam memeriks® dan mengadili perkara ini,

O\& Majelis Hakim hanya mempertimbangkarb&kti-bukti yang dianggap relevan C
\%O sesuai kewenangan hakim sebagaim@g diatur dalam ketentuan Pasal 107 &\%O
?? Undang-Undang Nomor 5 Tahu@1986, sedangkan terhadap bukti-bukti @

% % \%

®§\ selebihnya tetap dilampirkanCQ ?@\an menjadi satu kesatuan dalam berk?9§,0\
Q/é sengketa ini; Q((’é Q((’é
Mengingat, Ur@ang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 seb@aimana
terakhir diubah de@n Undang-Undang Nomor 51 Tahun ZQQ/Q\ tentang
Perubahan Kedg‘éj‘—Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun3€§86 tentang
Peradilan ngﬁyﬁsaha Negara, Peraturan Pemerintah No(r;gﬁrv% Tahun 2021
tentang Q&plin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan p%&ndang-undangan lain

yang‘géﬁait; ?12‘?

2 &)

N MENGADILI
<¥ A¥

O\’\vDaIam Eksepsi : O\&v

\%O Menolak eksepsi Tergugat II; @O \%O
Q < &

Ny , N N
O\\/ Dalam Pokok Perkara: O\\/ Q\\/

1. Menolak gugatan Pen :t untuk seluruhnya; ({/é’v
2. Menghukum Penggu%at untuk membayar biaya perkara ini sej@mlah
Rp. 290.000,00 gdua ratus sembilan puluh ribu rupiah). va
\L_V“ \L_?“
ol ¥
Demil@&h diputus dalam rapat permusyawarataQYMajelis Hakim
Pengadilaq/c‘ﬁnggi Tata Usaha Negara Jakarta pada haqf-” elasa, tanggal 30
Mei 2@28 oleh kami Budhi Hasrul, S.H., sebagg{?~ Hakim Ketua Majelis,
H.M??Arif Nurdu’a, S.H., M.H., dan Undang S@vudin, S.H., M.H., masing-
@Xésing sebagai Hakim Anggota, putu/s&ﬁv tersebut diucapkan dalam
0(9\ persidangan yang terbuka untuk umum pgg@ hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023,
&\é oleh Hakim Ketua Majelis tersebut de&ﬁn didampingi oleh H.M. Arif Nurdu’a, &\V\
?~$ S.H.,, M.H. dan Wenceslaus, %}% M.H., masing-masing sebagai Hakim \\,V‘
Anggota dan dibantu oleh Y&ﬁgna S.H., sebagai Panitera Pengganti pa@gg
& <S>
Q R
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, de&gﬁ] dihadiri oleh Kuasa
Pe\rgg@hgat dan Kuasa Tergugat. 0@?‘
<X <¥
<X <¥
CQO\ HAKIM-HAKIM ANGGOTA, CQO\ HAKIM KETUA MAJELIS, O(
N ttd N ttd N
?‘é 1. H.M. Arif Nurdu’a, S.H., M.H. ?‘é Budhi Hasrul, S.H. ?‘é
\4 N\ \4
v ttd & o
© © ©
QQ, 2.Wenceslaus, S.H., M.H. QQ, QQ,
\s \a
& &
A
X PANITERA PEN@\%.ANTI
QY‘ ttd o
O?‘ o
N Yuga%’a, S.H
\2\?‘ ?\g\?‘
?‘0% ?‘0%
’\??3 rincian Bia : &?6
N ya Perkara : N
OO 2. Pendaftaran....................... Rp. 30 0@9 OC
&\e ........ % &\é
D 3. ATK Perkara.............c....... Rp. 15Q:000,- D
O\\/v 4. Panggilan.......................... Rpo\ 0.000,- Q\\y
%0?\ 5. PNBP Panggilan Pertama....gpv 30.000,- éCQV
Q((’ 6. Redaksi.............cc.cooii .(f/.Rp 10.000,- Q(O
7. Materai.................. ,ﬂm ...... Rp. 10.000,- &?‘
JUMLAH......... ‘t_??* ......... Rp. 290.000,- {_?9
Terbilang : d\ua ratus sembilan puluh ribu rupiah v}?
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